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NOMOR :5 TAHUN 2015 SERI

PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 55 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN CIREBON TAHUN 2014-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
maka Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan
Perkada setelah RPJMD ditetapkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, maka penyusunan Rencana Strategis
(Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Cirebon Tahun 2014-2019, perlu ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
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5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

11. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5492);

12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);

13. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5512);

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4663);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4664);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4817);
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25. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 517);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten
Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008
Nomor 5, Seri D.4);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2015
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 (Lembaran
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 4, Seri E.3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) PINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2014-2019.

BAB|
KETBNTUAN VMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Cirebon;
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD

adalah unit keija pemerintah daerah yang mempunyai tugas
mengelola anggaran dan barang daerah;
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6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya
disebut Dinas adalah organisasi perangkat daerah yang
melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di
bidang perekonomian dalam lingkup industri dan
perdagangan berdasarkan asas otonomi dan tugas
pembantuan;

7. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang, termasuk
masyarakat hukum adat atau badan hukum yang
berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan,
baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat
maupun penanggung resiko;

8. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan
masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan
memperhitungkan sumberdaya yang ada;

9. Perencanaan pembangunan tahunan daerah adalah proses
penyusunan rencana pembangunan daerah yang
dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan
selama periode satu tahun;

10. Pembangunan daerah adalah perubahan yang dilakukan
secara terns menerus dan terencana oleh seluruh komponen
di daerah untuk mewujudkan visi daerah;

11. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya
yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan
sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang
terukur sesuai dengan misi;

12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh
satu atau lebih unit keija pada OPD sebagai bagian dari
pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri
dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik
berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan
teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua
jenis sumber daya, sebagai masukan (input) untuk
menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau
jasa;

13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja
Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD,
adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah
untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Cirebon adalah dokumen
perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5
(lima) tahun yaitu Tahun 2014-2019.

(2) Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014 - 2019 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran RPJM,
RPJMD Provinsi Jawa Barat dan mengacu pada RPJMD
Kabupaten Cirebon, yang memuat isu strategis
pembangunan berdasarkan visi misi Bupati terpilih, kerangka
ekonomi daerah, prioritas program dan kegiatan
pembangunan yang pendanaannya bersumber dari APBD dan
dana lainya baik yang dilaksanakan langsung oleh
Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat.
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(3) Dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang memberikan arah
sekaligus acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam
melaksanakan Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Cirebon.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 ditetapkan
dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi
pedoman bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Adapun
tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon adalah :
a. Menentukan Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kabupaten Cirebon.
b. Menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019.
c. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Tahun 2014 - 2019 memuat tujuan, sasaran,
program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka
pelaksanaan Urusan Pemerintah Wajib dan/atau Urusan
Pemerintah Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap
Perangkat Daerah.

BAB IV
SISTEMATIKA

Pasal 4

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 disusun
berdasarkan sistematika sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN

Berisi uraian tentang latar belakang penyusunan
Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Cirebon, landasan hukum,
maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN CIREBON
Berisi uraian tentang tugas, fungsi dan struktur
organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta
tantangan dan peluang pengembangan pelayanan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Cirebon.

BAB III : ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS,
POKOK DAN FUNGSI
Berisi uraian tentang identifikasi permasalahan serta
isu - isu strategis berdasarkan tugas pokok dan
fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Cirebon.

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN
KEBIJAKAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN CIREBON
Berisi uraian tentang visi, misi, tujuan dan sasaran,
strategi dan kebijakan Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Cirebon.
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BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN
INDIKATIF
Berisi uraian tentang rencana program dan kegiatan,
indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan
indikatif yang akan dilaksanakan.

BAB VI : INDIKATOR KINERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN YANG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD
Berisi uraian tentang indikator kinerja Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon
yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan
dicapai sebagai komitmen untuk mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII : PENUTUP
Berisi uraian tentang penjelasan kesimpulan
dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon
Tahun 2014 - 2019.

BAB V
ISI DAN URAIAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Pasal 5
Isi beserta uraian Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana
dimaksud pada pasal 4, tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Cirebon

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 7 Mei 2015

BUPATI CIREBON,

TTD

Diundangkan di Sumber
pada tangga*7 KQI 2015
SEKRETARISmAERAH KABUPATEN CIREBON,

DUDUNG MULYANA

SUNJAYA PURWADISASTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2015 NOMOR 55 , SERI S.50
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PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jalan Sunan Kalijaga No. 10 Telp. (0231) 321495-321073
S U M B E R

45611

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN CIREBON

Nomor : / Kpts.D2 / Sek. / 2014

TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS PERINDUSTRIAN

DAN PERDAGANGAN KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2014 - 2019

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyusun Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon Tahun

2014 - 2019 yang efektif dan efisen, maka perlu dibentuk Tim
Penyusun Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Cirebon Tahun 2014 - 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, maka
pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis dimaksud perlu
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



Menetapkan
PERTAMA

4 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi
dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Daerah Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran
Daerah Tahun 2009 Nomor 6, Seri E, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 64);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2012
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 9, Seri E.,4);

11 Peraturan Bupati Cirebon No.60 Tahun 2008 tentang Rincian,
Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan
Perdagangan.

MEMUTUSKAN :

Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 dengan
susunan sebagaimana terdapat dalam lampiran keputusan



KEDUA

KETIGA

ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan
dari keputusan ini.
Tugas Tim Penyusun sebagaimana diktum PERTAMA adalah

merumuskan dan menyusun Rencana Strategis Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DiTetapkandi : Sumber
Pada Tanaaal : Pebruari 2014

KEPALA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KABUPATEN CIREBON

Drs. H. H A K I, M.Si
Pembina Utama Muda

NIP. 19580725 198603 1 002



Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Nomor : too / ept*. / Xevc . / 20 ) HTanggal : zo fWoojan

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2014- 2019

Pengarah : 1. Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Cirebon
2. Kepala Bidang Industri Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

Kabupaten Cirebon
3. Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Perindustrian Dan

Perdagangan Kabupaten Cirebon
4. Kepala Bidang Perdagangan dan Promosi Dinas Perindustrian Dan

Perdagangan Kabupaten Cirebon
5. Kepala Bidang Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian Dan

Perdagangan Kabupaten Cirebon

Penanggung Jawab : Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon

Ketua : Kepala Sub Bagian Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Cirebon

Sekretaris : Kepala Seksi Pembinaan Dan Pengembangan Pasar Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Kabupaten Cirebon

Anggota : 1. Kepala Seksi Industri Hasil Hutan Disperindag Kab. Cirebon
2. Kepala Seksi Industri Agro Dan Kimia Disperindag Kab. Cirebon
3. Kepala Seksi ILMEA Disperindag Kab. Cirebon
4. Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri Disperindag Kab. Cirebon
5. Kepala Seksi Perdagangan Luar Negeri Disperindag Kab. Cirebon
6. Kepala Seksi Promosi Hasil Industri Dan Perdagangan

Disperindag Kab. Cirebon
7. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pasar Disperindag Kab.

Cirebon
8. Kepala Seksi Pengelolaan Pendapatan Pasar Disperindag Kab.

Cirebon
9. Kepala Seksi Bimbingan, Konsultasi Dan Mediasi Disperindag

Kab. Cirebon
10. Kepala Seksi Pengawasan Standarisasi Dan Mutu Produk

Disperindag Kab. Cirebon
11. Kepala Sub Bagian Umum Disperindag Kab. Cirebon
12. Kepala Sub Bagian Keuangan Disperindag Kab. Cirebon

Di Tetapkan di : Sumber
Pada Tanggal : 2o Pebruari 2014

KEPALA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KABUPATEN CIREBON

C74̂ —
Drs. H. H A K I. M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19580725 198603 1 002



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, yang

senantiasa memberikan rakhmat, hidayat dan petunjuk bagi kami, sehingga

kami dapat menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perindustrian

dan Perdagangan Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara,

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun

2014-2019 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 yang

disusun sebagai implementasi pelaksanaan kebijakan dan program bagi

pembangunan perindustrian dan perdagangan selama periode 2014-2019

yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Cirebon. Rencana Strategis ini disusun dengan

mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis baik di lingkungan

internal maupun lingkungan eksternal yang saling berpengaruh dalam

penyelenggaraan pembangunan perindustrian dan perdagangan. Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon berperan dalam

pertumbuhan ekonomi daerah khususnya pada bidang perindustrian dan

perdagangan

Rencana Strategis ini memuat visi, misi, nilai-nilai, faktor-faktor kunci

keberhasilan, strategi kebijakan, tujuan, sasaran dan program yang akan

dilaksanakan selama kurun waktu tersebut. Demikian pula indikator

pencapaian kinerja dari sasaran yang telah ditetapkan menjadi dasar bagi

penilaian akuntabilitas kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Cirebon pada akhir tahun anggaran.

Rmstra Di.s-pert.kvc(ag kinb. cLreboi*. TakuiA.2014-2019



Demikian Rencana Strategis ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-

pihak yang berkepentingan dalam pembangunan perindustrian dan

perdagangan.

A
Sumber. jo April 2015

Kepala Djja ustrian dan Perdagangan ^Cirebon

^H. ERRY ACHMAD HUSAERI
IP. 198608 1 001

Rostra K.nb. clrcboiA, rnkuiA. 2014-2019 ii



IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon adalah

salah satu dinas daerah di Kabupaten Cirebon yang merupakan unsur

pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh kepala dinas yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah. Oleh karena itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Cirebon harus dapat mensukseskan Visi dan Misi Bupati yang

tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Cirebon.

Adapun visi Kabupaten Cirebon adalah mewujudkan masyarakat

Kabupaten Cirebon yang agamis, maju, adil, sinergi dan sejahtera.

Sedangkan misi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon adalah misi ke-5, yaitu :

mewujudkan standard hidup layak masyarakat melalui pemenuhan hak-hak

dasar terutama kebutuhan pokok masyarakat dan penciptaan rasa aman,

damai dan tentram.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati, Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kabupaten Cirebon menyusun Rencana Strategis (Renstra).

Renstra adalah dokumen perencanaan pembangunan berjangka waktu 5

(lima) tahun yang terdiri atas Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan,

Program dan Kegiatan. Adapun Visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Cirebon tahun 2014 - 2019 adalah :

“Terv/ujudnya industri dan perdagangan yang unggul di tingkat

nasional”

tnspeiai/vdflg kiflb. cXreboiA, TflkuiA,2014-2019 iii



Definisi operasional :

Unggul adalah suatu kondisi dimana produk yang sama tetapi

memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh daerah lain di Jawa

Barat dilihat dari segi mutu, harga, tempat yang strategis dan

jaringan distribusi yang bersaing dengan cara efisiensi,

peningkatan kualitas SDM dan penerapan llmu Pengetahuan dan

Teknologi (IPTEK).

Sedangkan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten

Cirebon adalah :

1. Meningkatkan daya saing industri;

2. Meningkatkan daya saing perdagangan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, terwujud di dalam pencapaian

tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten

Cirebon. Adapun tujuan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pembinaan dan pertumbuhan industri;

2. Meningkatnya perlindungan konsumen;

3. Meningkatnya pertumbuhan Perdagangan;

4. Meningkatnya penyelenggaraan pasar dan PKL

R£iA£tra ixspeidi*,dag k.nb. cXrebon,rabun 2014-2019 iv
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BAB I

PENDAHULUAN

/ H

1.1. Latar Belakang

Perencanaan strategis adalah suatu proses yang berorientasi pada

hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun

secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan

potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis. Rencana strategis

merupakan suatu alat manajemen yang bertujuan membantu organisasi

membuat rencana masa depan. Rencana strategi dapat dilihat sebagai

formulasi secara komprehensif (menyeluruh) yang menjelaskan

bagaimana usaha-usaha dilakukan untuk mencapai tujuan melalui

penerapan strategi-strategi yang dipilih. Rencana strategis instansi

pemerintah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan

program serta ukuran keberhasilan/kegagalan (indikator kinerja ) dalam

pelaksanaannya.
Rencana Strategi (renstra) SKPD adalah cara SKPD untuk

mengidentifikasi tujuan jangka panjang dan menentukan arah SKPD dan

antisipasinya terhadap perubahan-perubahan yang mungkin terjadi, baik

internal maupun eksternal dan untuk mempertahankan eksistensinya di

masa depan.
Adapun fungsi renstra SKPD dalam penyelenggaraan

pembangunan daerah adalah untuk mendukung atau mewujudkan visi dan

misi Kepala Daerah terpilih baik secara langsung maupun tidak langsung
serta untuk mendukung program pembangunan daerah yang berisi

program-program prioritas terpilih yang menjadi "top priority” untuk

mewujudkan visi/misi Kepala Daerah (RPJMD).
Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan dan

sasaran Renstra SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Kuatnya hubungan
kedua lembaga antara Kepala Daerah dan SKPD dalam perumusan tujuan

dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi, dapat di jelaskan dalam

bagan berikut ini:

/ H
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Gambar 1.1

Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah

| Kepala Daerah |

Visi/Misi

Tujuan/
Sasaran

y
Program Pembangunan

j Program Prioritns

Program Penyelengaraan
Urusan Pem.Daerah
Program Prioritas ]

RPJMD

Kepala SKPD

Visi/Misi

Tujuan/
Sasaran

i
Program/Kegiatan

Prioritas

Visi/misi SKPD dibuat untuk
secara langsung maupun tidak

langsung untuk mendukung
atau mewujudkan visi misi

Kepala Daerah

Program Pembangunan Daerah
berisi program-program

prioritas terpilih yang menjadi
"top priority" untuk

mewujudkan visi/misi Kepala
Daerah (RPJMD)

RENSTRA SKPD

Penyusunan rencana strategi (Renstra ) Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD), rancangan Renstra-SKPD disusun berpedoman pada

rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

Daerah. Sebagaimana dikemukakan dalam Petunjuk Penyusunan Dokumen

RPJP Daerah dan RPJM Daerah bahwa dalam upaya mendapatkan RPJM

Daerah yang dapat mengantisipasi kebutuhan pembangunan daerah

dalam jangka waktu lima tahunan, maka penyusunannya perlu dilakukan

secara komprehensif dan lintas pemangku kepentingan (stakeholder)

pembangunan. Untuk itu dilaksanakan tahapan penyusunan RPJM Daerah

sebagai berikut :

Pertama, Penyiapan rancangan awal RPJM Daerah. Kegiatan ini

dibutuhkan guna mendapatkan gambaran awal dari jabaran

visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih.
Kedua, Penyiapan rancangan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat

Daerah (rancangan Renstra-SKPD) yang dilakukan oleh seluruh

SKPD. Penyusunan rancangan Renstra-SKPD bertujuan untuk

merumuskan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan

kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD, agar
selaras dengan program prioritas Kepala Daerah terpilih.

Ketiga, Penyusunan rancangan RPJM Daerah. Tahap ini merupakan

upaya mengintegrasikan rancangan awal RPJM Daerah dengan

rancangan Renstra-SKPD, yang menghasilkan rancangan RPJM

Dearah.

RenaVta ( Rencana SUategia ) Jafuui 2014-2019 2
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Berikut ini dapat dikemukakan keterkaitan antara Renstra SKPD

dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota dan

dengan Renja SKPD.

Gambar 1.2

Pola Hubungan Dokumen Renstra dengan
Dokumen Perencanaan Lainnya
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Sementara itu pola hubungan antara Perencanaan

Pembangunan Naiosnal (PPN), Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(AKIP) dan sistem pengaganggaran dapat di gambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.3
Sistem PPN, AKIP dan Penggangaran
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1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra (Rencana Strategis) Disperindag Kabupaten Cirebon

Tahun 2014-2019 berlandaskan pada peraturan perundang-undangan

sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi

Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang

Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan

mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi

Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor

31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4286);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Slenatna (SUncana Stnateyia ) Jafuin 2014-2019 4



Dinaa LTexindiutiian dan PeuLujangan
Jia&upaten Cixe&on

ga

7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 224,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4614);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578 );

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi

dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4737);

StenaVia ( SUncana Stnateyia ) JaAun 2014-2019 5
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4741);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaiuasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4817);

18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun

2015-2019;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaiuasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi

Jawa Barat Tahun 2013-2018;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon. (Lembaran

Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 Seri D.4);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2009 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon

Tahun 2005-2025;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2011 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2012 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah. (Lembaran Daerah

Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2012 Seri E.4);

25. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 60 Tahun 2008 tentang Rincian

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Cirebon. (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 60

Tahun 2008 Seri D.18).
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1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2014-2019

1.3.1 Maksud

Penyusunan rancangan rencana strategis ini dimaksudkan untuk

menyusun program dan kegiatan kinerja satuan kerja perangkat

daerah di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pemerintah Kabupaten Cirebon sehingga diharapkan dalam kurun

waktu 5 (lima) tahun mendatang kinerjanya senantiasa iebih baik.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan rancangan rencana strategis ini yaitu :

1. Untuk memberikan gambaran sampai sejauh mana capaian

target dan realisasi kinerja satuan kerja perangkat daerah di

lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah

Kabupaten Cirebon pada awal tahun penyusunan Renstra.
2. Sebagai bahan acuan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon dalam

menyusun rencana kerja yang memuat program dan kegiatan

selama kurun waktu 3 (lima) tahun ke depan.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang : mengemukakan secara ringkas pengertian

Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan

pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD,
keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan

Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja SKPD.
1.2 Landasan Hukum : memuat penjelasan tentang undang-

undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan

ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang
struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD,
serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan

perencanaan dan penganggaran SKPD.
1.3 Maksud dan Tujuan : memuat penjelasan tentang maksud

dan tujuan dari penyusunan Renstra SKPD.
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1.4 Sistematika Penulisan : menguraikan pokok bahasan dalam

penulisan Renstra SKPD serta susunan garis besar isi

dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Bab ini memuat tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara

ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam

penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-

capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra

SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program

prioritas SKPD vang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD

periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama

yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD

ini.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan SKPD, pada bagian ini dikemukakan

permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta

faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah terpilih, Bagian ini mengemukakan apa saja

tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi serta

program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Selanjutnya bedasarkan identifikasi permasalahan pelayanan

SKPD, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan

pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi

pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala

daerah tersebut.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra, bagian ini

mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun

faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang

mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari
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sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra

SKPD provinsi/kabupaten/kota.

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis yang akan ditangani melalui

Renstra SKPD tahun rencana.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi SKPD, pada bagian ini dikemukakan rumusan

pernyataan visi dan misi SKPD.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD, pada bagian ini

dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka

menengah SKPD.
4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD. Pada bagian ini dikemukakan

rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima

tahun mendatang.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini menerangkan tentang program dan kegiatan, indikator

kinerja dan kelompok sasaran serta pendanaan indikatif dalam

kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, tahun 2014-2019.

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN

SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara

langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima

tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung

pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan atas Rancangan Rencana Strategis

(Renstra) tahun 2014-2019.
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BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun

2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon mempunyai

tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di

bidang perekonomian dalam lingkup industri dan perdagangan

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Sedangkan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah

sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perekonomian dalam lingkup

industri dan perdagangan;

2. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan

umum di bidang perekenomian dalam lingkup industri dan

perdagangan;

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang industri, perdagangan

dan promosi, perlindungan konsumen dan pengelolaan pasar;

4. Pelaksanaan pelayanan ketatausahaan dinas;

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.
Adapun Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Cirebon terdiri atas :

a. Kepala Dinas

b. Sekretaris, membawahi :

1) Subbagian Umum;

2) Subbagian Keuangan;

3) Subbagian Program.
c. Bidang Industri, membawahi :

1) Seksi Industri Agro dan Kimia;

2) Seksi Industri Logam. Mesin, Elektronika dan Aneka;

3) Seksi Indsutri Hasil Hutan.

d. Bidang Perdagangan dan Promosi, membawahi :

1) Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
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2) Seksi Perdagangan Luar Negeri;

3) Seksi Promosi Hasil Industri dan Perdagangan.

e. Bidang Perlindungan Konsumen, membawahi :

1) Seksi Bimbingan, Konsultasi dan Mediasi;

2) Seksi Pengawasan, Standardisasi dan Mutu Produk.
f . Bidang Pengelolaan Pasar, membawahi :

1) Seksi Pengelolaan Pendapatan Pasar;

2 ) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pasar;

3) Seksi Sarana dan Prasarana Pasar.

g. Unit Pelaksana Teknis

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Sedangkan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Lampiran XV . PKRAIURAIN UALRAII KABUPATEN CIREBON Kepala Dinas
NOMOR : 5 TAIION 2008 I
I'ANGGAI. : l *> MLI 200«
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i Uraian Tugas dan Fungsi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Cirebon

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas mengelola urusan kesekretariatan

yang meliputi administrasi umum, keuangan, dan program dinas.
Sekretariat mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan;

b. Pengelolaan urusan administrasi umum meliputi surat-menyurat,

kearsipan, kepegawaian, pengadaan, perlengkapan,

kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan Dinas;

c. Pengelolaan urusan administrasi keuangan Dinas;

d. Pengelolaan penyusunan program Dinas; dan

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat mempunyai 3 Sub Bagian yaitu Kepala Sub Bagian

Umum, Kepala Sub Bagian Keuangan, Kepala Sub Bagian Program,

ss* Kepala Sub Bagian Umum

Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi umum,

kepegawaian, hubungan masyarakat dan keprotokolan dinas.

Kepala Sub Bagian Umum mempunyai fungsi:

a. Penyusunan perencanaan program Subbagian Umum;

b. Pelaksanaan koordinasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian,

hubungan masyarakat dan keprotokolan Dinas;

c. Pelaksanaan tugas administrasi umum Dinas; dan

d. Pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Sub Bagian Keuangan

Mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan keuangan dinas.

Subbagian Keuangan mempunyai fungsi:

a. Penyusunan perencanaan program Subbagian Keuangan;

b. Pelaksanaan koordinasi kegiatan administrasi keuangan Dinas;

c. Pelaksanaan tugas penatausahaan keuangan Dinas; dan
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d. Pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai

dengan tugas dan fungsinya.
<£>• Kepala Sub Bagian Program

Mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, evaluasi dan

pelaporan kegiatan dinas. Kepala Sub Bagian Program mempunyai

fungsi:

a. Penyusunan perencanaan program Subbagian Program dan Dinas;

b. Pelaksanaan koordinasi kegiatan perencanaan, pemantauan,
evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;

c. Pelaksanaan tugas penyusunan program Dinas; dan

d. Pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Industri

Bidang Industri mempunyai tugas mengelola urusan pemerintahan

daerah di bidang Industri. Bidang Industri mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang industri;

b. Pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang

industri;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang industri kimia dan agro,
logam, mesin, perekayasaan, elektronika, aneka, dan industri hasil

hutan; dan

d. Pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Industri mempunyai 3 Seksi yaitu Seksi Industri Kimia &

Agro; Seksi Industri Logam, Mesin, Perekayasaan, Elektronika & Aneka

dan Seksi Industri Hasil Hutan.

Seksi Industri Kimia & Agro

Mempunyai tugas melaksanakan industri kimia dan agro. Fungsi

dari Seksi Industri Kimia & Agro yaitu :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang industri kimia dan agro;

b. Pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang

industri kimia dan agro;
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c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang industri kimia dan agro;

dan

d. Pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Bidang Industri,

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Industri Logam, Mesin, Perekayasaan, Elektronika & Aneka

Mempunyai tugas melaksanakan industri logam, mesin,

perekayasaan , elektronika dan aneka. Fungsi dari Seksi Industri

Logam, Mesin, Perekayasaan, Elektronika & Aneka mempunyai

tugas melaksanakan industri logam, mesin, perekayasaan,

elektronika dan aneka yaitu :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang industri logam, mesin,

perekayasaan, elektronika dan aneka;

b. Pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang

industri logam, mesin, perekayasaan, elektronika dan aneka;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang industri logam, mesin,

perekayasaan, elektronika dan aneka; dan

d. Pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Bidang Industri,

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

*5» Seksi Industri Hasil Hutan

Mempunyai tugas melaksanakan industri hasil hutan. Fungsi dari

Seksi Industri Hasil Hutan yaitu :

a . Perumusan kebijakan teknis di bidang industri hasil hutan;

b. Pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang

industri hasil hutan;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang industri hasil hutan; dan

d. Pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Bidang Industri,

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Perdagangan dan Promosi

Bidang Perdagangan dan Promosi mempunyai tugas mengelola

urusan pemerintahan daerah di bidang perdagangan. Bidang

Perdagangan dan Promosi mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan dan promosi;
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b. Pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang

perdagangan dan promosi;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perdagangan dalam

negeri dan luar negeri serta promosi hasil industri dan

perdagangan; dan

d. Pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perdagangan dan Promosi mempunyai 3 Seksi yaitu Seksi

Perdagangan Dalam Negeri, Seksi Perdagangan Luar Negeri, Seksi

Promosi Hasil Industri dan Perdagangan.

Seksi Perdagangan Dalam Negeri

Mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang

perdagangan dalam negeri. Fungsi dari Seksi Perdangangan Dalam

Negeri yaitu :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan dalam negeri;

b. Pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang

perdagangan dalam negeri;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perdagangan dalam

negeri; dan

d. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Bidang

Perdagangan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
ss* Seksi Perdagangan Luar Negeri

Mempunyai tugas melaksanakan perdagangan luar negeri. Fungsi dari

Seksi Perdagangan Luar Negeri yaitu :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan luar negeri;

b. Pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang

perdagangan luar negeri;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perdagangan luar negeri;

dan

d. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya, yang diberikan oleh Kepala

Bidang Perdagangan dan Promosi, sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

•s* Seksi Promosi Hasil Industri dan Perdagangan
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Mempunyai tugas melaksanakan promosi hasil industri dan

perdagangan. Fungsi dari Seksi Promosi Hasil Industri dan Perdagangan

yaitu :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang promosi hasil industri dan

perdagangan;

b. Pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang

promosi hasil industri dan perdagangan;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang promosi hasil industri dan

perdagangan; dan

d. Pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Bidang

Perdagangan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Perlindungan Konsumen

Bidang Perlindungan Konsumen mempunyai tugas mengelola urusan

pemerintahan daerah di bidang perlindungan konsumen. Fungsi dari

Bidang Perlindungan Konsumen yaitu :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan konsumen;

b. Pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang

perlindungan konsumen;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pengawasan dan

standarisasi mutu produk, bimbingan, konsultasi, dan mediasi; dan

d. Pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai

dengan tugas dan fungsinya.
Bidang Perlindungan Konsumen mempunyai 2 Seksi yaitu Seksi

Pengawasan, Standarisasi & Mutu Produk dan Seksi Bimbingan,

Konsultasi & Mediasi.

*&• Seksi Pengawasan, Standarisasi & Mutu Produk

Mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, standarisasi dan mutu

produk. Fungsi dari Seksi Pengawasan, Standarisasi & Mutu Produk

adalah :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan, standarisasi

dan mutu produk;

b. Pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang

pengawasan, standarisasi dan mutu produk;

Jtenatxa ( Stencana SUategia ) Safuui 2014-2019 16



‘Dina* JeninduAtraan dan fPetdagangan
Jia&upaten Qvteban

*s>° Seksi Pengelolaan Pendapatan Pasar

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendapatan pasar. Seksi

Pengelolaan Pendapatan Pasar mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pendapatan

pasar;

b. Pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang

pengelolaan pendapatan pasar;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pengelolaan pendapatan

pasar; dan

d. Pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Bidang

Pengelolaan Pasar, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pasar

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan

pasar. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pasar mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan

pengembangan pasar;

b. Pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang

pembinaan dan pengembangan pasar;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pembinaan dan

pengembangan pasar; dan

d. Pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Bidang

Pengelolaan Pasar, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Sarana dan Prasarana Pasar

Mempunyai tugas melaksanakan sarana dan prasarana pasar. Seksi

Sarana dan Prasarana Pasar mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana pasar;

b. Pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang

sarana dan prasarana pasar;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang sarana dan prasarana

pasar; dan

d. Pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Bidang

Pengelolaan Pasar, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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2.2. Sumber Daya SKPD

2.2.1 Sumber Daya yang dimiliki SKPD

Sumber daya aparatur yang ada pada Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kabupateri Cirebon dari segi kuantitas sudah cukup memadai

yakni berjumlah 99 orang pegawai namun dilihat dari latar belakang

pendidikannya masih belum cukup memadai dalam melaksanakan tugas

pokoknya masing-masing. Pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan

sarjana dan pasca sarjana baru mencapai 36,6% dari keseluruhan pegawai.

Berikut komposisi pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Cirebon berdasarkan latar belakang pendidikan dapat dilihat

pada tabel 2.1 di bawah ini :

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Cirebon Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2014

NO TINGKAT PENDIDIKAN
JUMLAH

PNS Tenaga Kerja Kontrak

1 Pasca Sarjana (S-2) 12 -

2 Sarjana (S-1) 24 6

3 D4 - -

4 D-3 3 1

5 D-1 -

6 SLTA 51 13

7 SMP 4 1

8 SD 5 4

JUMLAH 99 25

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kab. Cirebon Tahun 2014

Berdasarkan tabel 2.1 tersebut dapat dilihat bahwa dari aspek

kuantitas jumlah pegawai di Dinas Perindustian dan Perdagangan dilihat dari

beban kerja yang ada sudah cukup memadai, namun dari aspek kualitas

belum cukup memadai karena dilihat dari rata-rata jumlah keseluruhan
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pegawai yang ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang memiliki

latar belakang pendidikan sarjana baru mencapai 36,6% dari keseluruhan

pegawai.
Sedangkan untuk mengetahui daftar urut kepangkatan dapat dilihat

pada tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2

Komposisi Colongan Ruang Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Cirebon Tahun 2014

NO PANGKAT GOLONGAN
JUMLAH

(ORANG)

1 IV/c Pembina Utama muda 1

2 IV/b Pembina TK. I 3

3 IV/a Pembina 2

4 Ill/d Penata Tk I 14

5 lll/c Penata 6

6 lll/b Penata Muda Tk I 12

7 Ill/a Penata Muda 6

8 ll/d PengaturTkI 3

9 M/c Pengatur 2

10 ll/b Pengatur Muda Tk I 36
11 ll/a Pengatur Muda 7

12 I/d Juru Tk I 2

M l/b Juru Muda Tk I 5

J u m I a h 99
Sumber : Data Kepegawaian Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kab. Cirebon Tahun 2014

Berdasarkan tabel 2.2 di atas dapat diketahui bahwa Daftar Urut

Kepangkatan pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten

Cirebon, golongan IV/c dengan pangkat Pembina Utama Muda berjumlah 1

orang yakni Kepala Dinas, Gol IV/b berjumlah 3 orang terdiri dari 1 orang

Sekretaris dan 2 orang Kepala Bidang, untuk Col IV/a berjumlah 2 orang
terdiri dari 1 Kepala Bidang dan 1 Fungsional (Arsiparis), Gol Ill/d berjumlah

14 orang terdiri dari 1 orang Kepala Bidang, 1 orang Kepala Sub Bagian

Hukum KPU, 1 orang Kepala Sub Bagian pada Sekretariat dan 11 orang
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Kepala Seksi , serta Gol lll /c berjumlah 6 orang terdiri dari 2 Kasubag, dan 1

Fungsional , dan 3 orang staff, sementara Gol lll /b berjumlah 12 orang,

selebihnya adalah pelaksana yang tersebar dari Gol l /b sampai dengan Gol

Ill /a .

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten

Cirebon Berdasarkan Tingkat Esselonering Tahun 2014

NO ESSELONERING
JUMLAH

(ORANG)

1 ll /b 1

2 Ill /a 1

3 lll /b 4

3 IV/a 15

4 Non 78

Jumlah 99

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kab. Cirebon Tahun 2014

Berdasarkan tabel 2.3 di atas jumlah pegawai Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kabupaten Cirebon berdasarkan tingkat esselon untuk ll /b
berjumlah 1 orang, esselon Ill /a berjumlah 1 orang, esselon lll /b berjumlah 4
orang dan esselon IV/a sebanyak 13 orang, sedangkan yang non esselon

berjumlah 78 orang.

Sedangkan jumlah pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Cirebon dilihat berdasarkan komposisi jenis kelamin adalah

sebagai berikut :
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Komposisi Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Cirebon Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2014

JENIS KELAMIN

JUMLAH (ORANG)

NO PNS Tenaga Kerja

Kontrak

1 Laki-Laki 82 21

2 Perempuan 17 4

Jumlah 103 25

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kab. Cirebon Tahun 2014

Berdasarkan tabel 2.4 di atas jumlah pegawai Dinas Perindustrian dan

Perdagangan berdasarkan jenis kelamin untuk PNS laki-laki sebanyak 82

orang dan perempuan sebanyak 17 orang, sedangkan untuk Tenaga Kerja

Kontrak laki-laki sebanyak 21 orang dan perempuan sebanyak 4 orang.

2.2.2 Asset / Sarana dan Prasarana

a. Sarana

Sarana pendukung, meliputi :

a. Kendaraan bermotor, terdiri dari :

• Kendaraan bermotor roda 4 (empat) sebanyak 4 (empat) unit,

• Kendaraan bermotor roda 2 (dua) sebanyak 28 (dua puluh

delapan) unit

b. Komputer PC sebanyak 14 (empat belas) unit, Personal

Komputer/Note Book sebanyak 5 (lima) unit , Printer sebanyak 14

(empat belas) unit, Infokus sebanyak 1 (satu) unit, Layar Infokus

sebanyak 1 (satu) unit, Scanner sebanyak 1 (satu) unit, Stabilizer 1

(satu) unit, Uninterruptible Power Supply (UPS) sebanyak 7 (tujuh)

unit, Hard Disk Eksternal 1 (satu) unit.

c. Peralatan jaringan sebanyak sebanyak 3 (tiga) jaringan

d. Alat bejana ukur sebanyak 1 (satu) unit, Alat timbangang Mettler

Toledo sebanyak 1 (satu) unit,
e. Penyejuk ruangan (AC) sebanyak 16 (enam belas) unit
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f . Mesin tik manual sebanyak 1 (satu) unit, Mesin tik elektrik sebanyak

1 (satu ) unit

g. Meja sebanyak 66 (enam puluh enam) unit, Iemari besi kaca

sebanyak 9 (sembilan) unit, filling cabinet sebanyak 41 (empat

puluh satu) unit , kursi putar sebanyak 84 (delapan puluh empat)

unit.

h. Dispenser sebanyak 4 (empat) unit, Kompor gas sebanyak 1 (satu)

unit, Tabung Gas sebanyak 1 (satu) unit, Lemari Es sebanyak 1 (satu)

unit.

i . Alat komunikasi Radio VHF Unit Transceiver Portable dan

stationary sebanyak 2 ( dua ) unit, Handy Talky sebanyak 13 (tiga

belas) unit, Antena VHM/ FM sebanyak 8 (delapan) unit.
b. Prasarana

Sedangkan Prasarana pendukung yang ada berupa 1 (satu) unit

gedung Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten

Cirebon yang terletak di Jalan Sunan Kalijaga No. 10 Sumber Telp.
(0231) 321073 dan 321495, serta 8 (delapan) unit bangunan pasar yang
tersebar di wilayah Kabupaten Cirebon, yaitu Pasar Ciledug, Pasar

Babakan, Pasar Cipeujeuh, Pasar Sumber, Pasar Kueh Weru, Pasar

Pasalaran, Pasar Jamblang, Pasar Palimanan serta Pasar Batik Weru.
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2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon

NO.
Indikator Kinerja sesuai Tugas

dan Fungsi SKPD Target SPM Target IKK Target Indikator
Lainnya

Target Renstra SKPD Tahun ke- RealisasiCapaian Tahun ke- RasioCapaian pada Tahun ke-
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon

Uraian
Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke* Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Rata-rata Perlumbuhan

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

—

MI f [I
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n
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4
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.‘RenaOta (Slencana St>iategio ) 5afiiui 2014-2019 25



tyinaa Q'&undwstnian dan tP&uLujaiitfan
JCatiupaten Cke&an

m
BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

r— -I

3.1 Kebljakan

3.1.1 Kebijakan Pembangunan Nasional

Kebijakan pembangunan nasional meliputi :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Tahun 2015-2019 untuk menunjukkan prioritas dalam jalan

perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri

dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan,

dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda

prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap

bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga

negara.

2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata

kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan

terpercaya.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat

daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi

sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi,

bermartabat, dan terpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat

Indonesia.

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar

Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit

bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan

sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.

9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial

Indonesia.

r— ' i
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2. Millenium Development Coals (MDGs) Indonesia

MDGs bukan hanya merupakan pemenuhan komitmen internasional

tetapi merupakan penajaman upaya pencapaian sasaran-sasaran

pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan

kesejahteraan rakyat Indonesia. Untuk itu, MDGs menjadi salah satu

acuan dalam pembangunan Nasional.

Sejalan dengan rencana pembangunan nasional, pengarusutamaan

MDGs juga harus dilakukan dalam proses perencanaan di tingkat

daerah. Pengarusutamaan MDGs dalam pembangunan daerah

diarahkan untuk dapat menjawab permasalahan kesejahteraan

masyarakat serta mengakomodasi nilai-nilai lokal dan karakteristik

masing-masing daerah.

Konsep MDGs pada intinya bertujuan untuk membawa pembangunan

ke arah yang lebih adil bagi semua pihak. Adapun kedelapan tujuan

pembangunan millenium terdiri dari:

1. Menghilangkan angka kemiskinan absolut dan kelaparan;

2. Memberlakukan pendidikan dasar yang universal;

3. Mengembangkan kesetaraan dan pemberdayaan perempuan;

4. Menurunkan angka kematian anak;

5. Memperbaiki kesehatan maternal;

6. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya;

7. Menjamin kesinambungan lingkungan hidup; dan

8. Membangun kemitraan global untuk pembangunan

3.1.2 Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Kebijakan umum Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada

RPJMD 2013-2018 diarahkan untuk :

1. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing

dimaknai melalui kebijakan optimalisasi kualitas dan sebaran

layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, serta

peningkatan kapabilitas sumber daya manusia Jawa Barat;

2. Membangun perekonomian yang kokoh dan berkeadilan

dimaknai melalui kebijakan pengembangan kemampuan dan

daya saing ekonomi Jawa Barat berbasis potensi lokal;

3. Meningkatkan kinerja pemerintahan melalui profesionalisme

tata kelola dan perluasan partisipasi public dimaknai melalui
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kebijakan penyelenggaraan good governance yang bermutu,

akuntabel, toleran dan berbasis ilmu pengetahuan dan

teknologi;

4. Mewujudkan JawaBarat yang nyaman dengan pembangunan

infrastruktur strategis yang berkelanjutan dimaknai melalui

kebijakan optimalisasi kuantitas, kualitas dan pelayanan

infrastruktur wilayah serta pengendalian tata ruang berbasis

daya dukung lingkungan dan mitigasi bencana serta

peningkatan penciptaan dan pemanfaatan energy baru

terbarukan;

5. Mengokohkan kehidupan sosial kemasyarakatan melalui

peningkatan peran pemuda, olahraga, seni, budaya dan

pariwisata dalam bingkai kearifan okal dimaknai melalui

kebijakan peningkatan kehidupan sosial kemasyarakatan yang

berbasis potensi lokal.
Sementara itu arah kebijakan dan strategi pembangunan

Jawa Barat yang akan dilaksanakan selama 2013-2018 adalah sesuai

dengan Misi Kedua, Membangun Perekonomian yang Kokoh dan

Berkeadilan, memuat di dalamnya Bidang Perindustrian melalui

strategi, meningkatkan daya saing industri, dengan arah kebijakan

(a) peningkatan unit usaha industri kecil dan menengah serta

kemitraan antar industri; (b) peningkatan produksi dan kualitas

industri unggulan (industri kreatif, industri telematika, industri

agro, industri tekstil dan produk tekstil, industri komponen

otomotif serta industri alas kaki). Serta Bidang Perdagangan

melalui strategi, meningkatkan sistem dan jaringan distribusi

barang, pengembangan pasar dalam negeri dan luar negeri, serta

perlindungan konsumen dan pasar tradisional, dengan arah

kebijakan (a) peningkatan perdagangan ekspor dan

pengembangan pasar luar negeri; (b) peningkatan distribusi

barang kebutuhan pokok masyarakat dan barang strategis serta

menata distribusi barang yang efektif dan efisien; (c) Penggunaan

produk dalam negeri, peningkatan pengembangan dan

perlindungan sarana dan prasarana perdagangan dan pasar

tradisional.
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3.1.3 Kebijakan Pemerintah Kabupaten Cirebon

kebijakan umum pembangunan Kabupaten Cirebon tahun 2014-

2019 dikelompokkan sesuai bidang utama pengembangan program

pembangunan, yaitu (1) bidang sosial budaya; (2) bidang ekonomi;

(3) bidang fisik- sarana dan prasarana; (4) bidang pemerintahan.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Cirebon masuk kedalam

program ke-2 yaitu bidang ekonomi. Kebijakan umum

pembangunan bidang ekonomi terdiri dari :

1. Membangun ekonomi daerah melalui penguatan ekonomi

kerakyatan yang berbasis pada potensi dan keunggulan lokal

wilayah;

2. Meningkatkan investasi daerah dalam rangka perluasan dan

peningkatan penyerapan tenaga kerja serta peningkatan

pendapatan daerah;

3. Membangun dan memantapkan kemajuan usaha mikro dan

koperasi dengan penguatan tata kelola kelembagaan dan

kemampuan daya saing.

3.2 PERMASALAHAN

3.2.1 Masalah Perindustrian

1. Teknologi yang digunak . . 1 dalam proses produksi masih

sederhana, sehingga mempengaruhi kualitas dan kuantitas

produk;

2. Sulit mencari SDM yang terampil dan kompeten, seperti dalam

bidang desain dan tenaga ahli;

3. Wawasan tentang pemasaran terbatas, sehingga umumnya

sulit mengadakan terobosan pasar;

4. Lemah dalam kepemilikan modal;

5. Masih kurang optimalnya dukungan R & D;

6. Lemahnya kemampuan dan proteksi (perlindungan) terhadap

desain, seperti Hak Kekayaan Intelektual (HKI);

7. Manajemen yang diterapkan umumnya sangat sederhana

(Manajemen Keluarga ) dan belum menerapkan konsep bisnis

yangjelas;

8. Kesadaran untuk pengelolaan lingkungan sangat rendah;
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9. Beberapa komoditi sering mengalami kekurangan bahan baku,

mengingat sebagian besar industri di Kab. Cirebon bahan

bakunya sangat tergantung dari luar daerah;

10. Belum memadainya Infrastruktur Industri.

3.2.2 Masalah Perdagangan

1. Iklim usaha yang kurangsehat;

2. Kurang optimalnya sistem logistic;

3. Kurang tersedianya fasilitas perdagangan yang memadai;

4. Kondisi pasar tradisional yang belum tertata dengan baik;

5. Terbatasnya pangsa pasar ( market share) luar negeri;

6. Kurangnya kualitas sarana dan prasana pasar tradisional serta

pedagang kaki lima/asongan;

7. Maraknya penyebaran produk-produk yang tidak sesuai dengan

ukuran, takaran, timbangan, peralatan lainnya (UTTP), belum

berstandar SNI wajib serta meningkatnya produk dengan

penggunaan bahan berbahaya bagi kesehatan masyarakat;

8. Lemahnya penetrasi pasar.

3.3 ISU STRATEGIS

Berdasarkan telaahan d.i. i analisis berbagai permasalahan di

atas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon

menetapkan isu strategis sebagai berikut :

3.3.1 Iklim usaha belum kondusif

Beberapa aspek yang saat ini dirasakan masih belum

mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif adalah :

1. Selisih/spread antara tingkat bunga kredit dan simpanan masih

besar, sehingga rangsangan investasi kepada sektor riil relatif

kurang disisi lain tingkat bunga pinjaman masih relatif tinggi

sehingga belum dapat mendukung pengembangan sektor riil;

2. Biaya pengelolaan persediaan dan distribusi masih relatif tinggi

yang berpengaruh terhadap harga jual produk;

3. Kenaikan BBM dan TDL, yang mengakibatkan meningkatnya
faktor biaya produksi;
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4. Penerapan otonomi daerah masih belum sempurna terutama

yang menyangkut koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan

di bidang industri dan perdagangan antara Pusat, Provinsi dan

Kabupaten/Kota.
3.3.2 Keterkaitan usaha/kemitraan strategis yang saling

menguntungkan antar pelaku indag masih rendah

Salah satu aspek dalam pengembangan klaster industri adalah

terbangunnya keterkaitan usaha yang saling menguntungkan dan

dirasakan secara sadar oleh para pelakunya. Bentuk keterkaitan

pada masing-masing level baik backward lingkage/downstream

chain maupun forward lingkage/upstream chain yang mampu

menciptakan efesiensi dalam setiap rantai nilai baik vertikal

maupun horizontal masih kurang (industri hulu dan hilir / industri

utama dengan industri pendukung). Demikian pula antara

pedagang kecil dengan pedagang besar dan keterkaitan usaha

antara IKM dan Industri Besar dalam struktur industri masih relatif

belum memadai.

3.3.3 Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam

pengembangan industri masih rendah

Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi masih rendah.
Dalam mewujudkan pertumouhan industri andalan/unggulan

daerah, diperlukan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi

untuk setiap industri andalan/unggulan yang dikembangkan

sehingga Kabupaten Cirebon mampu membangun industri yang

utuh dan mandiri. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi

tersebut digunakan untuk riset dan pengembangan produk yang

terintegrasi serta merupakan suatu siklus yang terstruktur.
3.3.4 Kurangnya tenaga ahli desain produk

Konsumen produk industri saat ini tidak hanya melihat dari

faktor kualitas produk semata, tetapi lebih melihat dari faktor

inovasi dan desain-desain produk yang dibuat. Kabupaten Cirebon

khususnya untuk industri meubel dan rotan sangat kekurangan

tenaga ahli dalam bidang desain produk. Kondisi ini membuat

sektor industri meubel dan rotan kalah bersaing dengan negara-
negara lain penghasil industri yang sama.
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3.3.5 Penguasaan pasar dalam negeri masih rendah

Potensi pasar dalam negeri indonesia termasuk Jawa Barat

dan Kabupaten Cirebon pada khususnya relatif masih besar untuk

dapat menyerap berbagai hasil produksi yang dihasilkan oleh

masyarakat Kabupaten Cirebon. Berbagai kebutuhan dasar

masyarakat seperti kelompok makanan, kelompok sandang, dan

sebagainya. Sebagian besar diharapkan dapat dipasok oleh para

pelaku usaha industri dan perdagangan yang beropersi di

Kabupaten Cirebon. Tetapi faktanya penguasaan pasar dalam

negeri di nilai belum optimal. Kondisi ini dipengaruhi oleh banyak

faktor disamping aspek budaya, kecintaan terhadap produk lokal,

dan daya saing produk lokal terhadap produk impor serta

pengetahuan/informasi yang diperoleh masyarakat masih belum

mampu membentuk struktur persaingan pasar yang sempurna.

3.3.6 Perlindungan Konsumen dan Pengawasan barang beredar belum

optimal

Dalam upaya menyelesaikan sengketa konsumen yang

timbul di Kabupaten Cirebon sudah dibentuk BPSK (Badan

Penyelesaian Sengketa Konsumen), namun belum maksimal. Hal ini

disebabkan belum tersedianya sarana dan prasarana BPSK serta

belum tersosialisasikannya eberadaan BPSK di Kabupaten

Cirebon.

Peredaran barang di wilayah Kabupaten Cirebon masih

banyak yang belum memenuhi standar mutu produk sesuai dengan

ketentuan/peraturan yang berlaku dan terbatasnya petugas

pengawas barang beredar, disamping rendahnya tingkat kesadaran

konsumen dalam menggunakan haknya.
Perlindungan yang diberikan kepada konsumen berupa

barang dan jasa. Adapun bentuk perlindungan konsumen dilakukan

antara lain tera / tera ulang terhadap alat ukur (UUP) yang

digunakan oleh pedagang. Untuk melakukan tera/tera ulang oleh

Disperindag Kab. Cirebon harus dibentuk UPT Kemetrologian yang
sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 50 tahun 2009.
Namun sampai saat ini UPT Kemetrologian Kabupaten Cirebon

belum terbentuk. Oleh karena itu dalam melakukan Uji / tera alat
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ukur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon

bekerjasama dengan balai metrologi Provinsi Jawa Barat yang
mempunyai wewenang untuk menguji/mentera alat ukur sehingga

alat ukur yang digunakan oleh pedagang/pengusaha sesuai dengan

standar dan perundang-undangan yang berlaku ( UU No. 2 tahun

1981).

3.3.7 Perkembangan globalisasi, ekonomi liberalisasi dan pasar bebas

Globalisasi merupakan proses dimana hubungan sosial dan

saling ketergantungan antarnegara dan antarmanusia menjadi

semakin tidak berbatas. Arus globalisasi dan ekonomi liberalisasi

dan pasar bebas akan berpengaruh kepada perkembangan industri

dan perdagangan. Terlebih sejak AC FTA (Asean China Free Trade

Assosiation) diberlakukan, barang-barang dari China mulai

membanjiri pasar Indonesia. Tidak hanya bentuk serta tampilan

produk yang menarik, namun juga harga yang ditawarkan sangat

murah bila dibandingkan dengan produk-produk buatan Indonesia.
Terlebih Indonesia tengah bersiap menghadapi Masyarakat

Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Beberapa hambatan Indonesia untuk

menghadapi ACFTA dan MEA yaitu Pertama, mutu pendidikan

tenaga kerja masih rendah. Kedua, ketersediaan dan kualitas

infrastuktur masih kurang sei :gga memengaruhi kelancaran arus
barang dan jasa. Ketiga, sektor industri yang rapuh karena

ketergantungan impor bahan baku dan setengah jadi. Keempat,
keterbatasan pasokan energi. Kelima, lemahnya Indonesia
menghadapi serbuan impor. Menghadapi hal ini, pemerintah
Indonesia diharapkan dapat mempersiapkan langkah strategis
dalam sektor tenaga kerja, sektor infrastuktur, dan sektor industri.

3.3.8 Kestabilan suplai bahan pokok dan strategis, fluktuasi harga dan
tingkat inflasi

Indikasi kenaikan harga yang fluktuatif pada periode tertentu
disamping faktor musim juga mengindikasikan sistem distribusi
yang kurang lancar. Pengendalian komoditas bahan pangan dan
beberapa komoditi strategis lainnya sangat penting karena
menyangkut kebutuhan masyarakat banyak serta berdampak
kepada tingkat inflasi.
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3.3.9 Pengelolaan Pasar Tradisional dan Pemberdayaan Pedagang Kaki

Lima/Asongan masih belum optimal

Pasar tradisional merupakan salah satu sarana perdagangan

yang berkaitan dengan pedagang kecil serta merupakan sarana

bagi pemasaran produk hasil pertanian. Meskipun pasar di

Kabupaten Cirebon (pasar pemda dan pasar desa) relatif banyak

namun keberadaannya harus berbenah seiring dengan tumbuh

berkembangnya toko modern yang memperjualbelikan barang

yang sama. Sedangkan keberadaan pedagang kaki lima/asongan

yang jumlahnya selalu bertambah dan tidak mempunyai tempat

seperti yang dimiliki pasar tradisional maupun toko modern

sehingga perlu adanya penataan baik tempat maupun fisik

bangunannya serta pemberdayaan kepada para pedagangnya.

3.3.10 Kompetensi SDM pelaku usaha industri dan perdagangan belum

memadai

Jumlah entrepreneurship dan tenaga kerja yang memiliki

knowledge/skill masih relatif terbatas dan penyebarannya belum

merata. Peningkatan jumlah wirausaha baru di sektor perdagangan

yang merata di setiap tempat diharapkan dapat meningkatkan

kesempatan berusaha dan kes mpatan kerja.
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BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon

Tahun 2014-2019
Arah dan apa yang ingin dicapai oleh suatu unit organisasi pada

prinsipnya dapat terlihat dari visi dan misi unit yang akan dilaksanakan. Visi

adalah gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang
realistik berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan dalam kurun

waktu tertentu oleh unit organisasi. Di samping itu visi menggambarkan
pandangan jauh ke depan kemana unit kerja akan dibawa pada kondisi
yang diinginkan. Visi harus jelas dan mampu menarik komitmen dan
menggerakkan orang, menciptakan makna bagi kehidupan anggota unit

kerja/organisasi, menciptakan standar keunggulan, menjembatani keadaan

sekarang dengan keadaan masa depan.

Dalam merumuskan visi organisasi hendaknya meliputi aspek-

aspek, yaitu: mencerminkan apa yang ingin dicapai oleh unit
kerja/organisasi; memberikan arah dan fokus strategi yang jelas; menjadi
perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis yang terdapat dalam
unit kerja/organisasi; memiliki orientasi terhadap masa depan sehingga
segenap jajaran harus berperan dalam mendefinisikan dan membentuk
masa depan unit kerja/organisasi; serta menjamin kesinambungan
kepemimpinan unit kerja/organisasi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka
menentukan cita-cita yang ingin dicapai dalam jangka menengah dan
panjang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon
menetapkan visi tahun 2014-2019 yaitu sebagai berikut :

"TERWUJUDNYA INDUSTRI DAN PERDAGANGAN YANG UNGGUL DI
TINGKAT NASIONAL”

4.2. Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon Tahun
2014-2019

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh
unit kerja untuk mencapai visi yang telah ditetapkan agar tujuan kerja unit
kerja dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi
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ini, diharapkan seluruh pegawai unit kerja dan pihak yang berkepentingan

dapat mengenal peran unit kerja secara lebih baik, dan dapat

berpartisipasi dalam mendorong keberhasilannya. Dalam merumuskan

misi, unit kerja/organisasi telah memperhatikan masukan dari para pihak

yang berkepentingan dan memberikan peluang untuk

perubahan/penyesuaian sesuai dengan tuntutan perkembangan

lingkungan strategis.

Misi yang telah dirumuskan oleh Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan daya saing industri;

2. Meningkatkan daya saing perdagangan.

4.3. Nilai-Nilai Organisasi

Nilai-nilai luhur dari perilaku organisasi ini merupakan tolak ukur

dari keberhasilan organisasi di dalam mencapai visi dan misinya. Nilai-nilai

yang dianut terdiri dari profesionalitas, kreativitas, produktivitas, inovasi,
dan integritas merupakan ukuran yang mengandung kebenaran dan

kebaikan mengenai keyakinan dan perilaku organisasi seluruh bidang di

lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Nilai-nilai yang dianut

tersebut digunakan sebagai budaya kerja dalam pengambilan keputusan

dan pelaksanaan kegiatan misi serta upaya pencapaian visi.

4.4. Tujuan

Tujuan merupakan target kualitas organisasi dan merupakan

penjabaran atau implementasi pernyataan misi. Tujuan dimaksudkan

untuk dicapai dalam waktu yang cukup panjang yaitu lebih dari satu tahun.
Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya dengan

pernyataan tujuan, organisasi telah semakin jelas menentukan arah mana

yang akan dituju dalam beberapa tahun mendatang. Sebagai penjabaran

dari misi, tujuan bersifat lebih nyata dan mengarah pada suatu titik terang
pencapaian hasil.

Dilihat dari sudut pandang manajemen stratejik, alasan utama

keberadaan suatu organisasi adalah untuk menjamin perkembangan dan
pertumbuhan organisasi tersebut dalam kondisi lingkungan selalu berubah
dengan sangat cepat. Agar dapat mencapai tujuan tersebut, organisasi
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ISi
dituntut untuk meningkatkan kemampuannya, terutama kemampuan

untuk berkompetisi. Kemampuan berkompetisi akan tumbuh dalam tubuh

organisasi apabila terdapat rumusan tentang tujuan jangka panjang yang

akan dicapai oleh organisasi tersebut. Dengan demikian jelaslah bahwa

perumusan tujuan bukan hal yang terpisah dari perumusan visi dan misi

organisasi.
Berdasarkan visi, misi, dan faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical

Success Factors ), Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon

menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatnya pembinaan dan pertumbuhan industri;

2. Meningkatnya perlindungan konsumen;

3. Meningkatnya pertumbuhan Perdagangan;

4. Meningkatnya penyelenggaraan pasar dan PKL

4.5 Sasaran

Sasaran organisasi merupakan bagian yang intergral dalam proses

perencanaan stratejik organisasi. Sasaran lebih bersifat nyata dan

diproyeksikan untuk dapat dicapai oleh organisasi dalam jangka waktu

yang lebih pendek, yaitu tahunan, semesteran, atau triwulanan. Agar

sasaran ini dapat efektif maka dibuat menjadi spesifik, dapat dinilai, dapat

diukur dan berlaku pada masa sekara

Sasaran organisasi harus disusun secara konsisten dengan

perumusan visi, misi, dan tujuan organisasi. Agar sasaran ini dapat

dioperasionalkan, maka hendaknya memenuhi 2 (dua) kriteria sebagai

berikut :

1. Dapat diukur.
Semua sasaran agar disusun dengan tolak ukur yang realistis dan

memenuhi kriteria simplifikasi. Untuk dapat diukur, maka sasaran

disusun secara kuantitatif dengan angka-angka ordinal yang jelas.
2. Adanya skala prioritas yang tajam dan jelas.

Penentuan skala prioritas pada intinya mendahulukan hal-hal yang

mendukung pencapaian visi dan misi organisasi. Dengan skala prioritas

maka organisasi mengetahui apa yang mendesak dan kegiatan apa saja

yang masih dapat ditunda pelaksanaannya.
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Sasaran-sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Cirebon dirumuskan untuk masing-masing tujuan yang telah ditetapkan
sesuai tabel berikut dibawah ini :
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SASARAN M SI KONDISI

TUJUAN MlSI
SASARAN INDIKATOR SASARAN PENJELASAN SATUAN

TAHUN KE
(0)

TARGfcl VANG INGIN DICAi ...
PROGRAM DAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF

(Rp)

2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Meningkat nya
pembinaan dan

1. Meningkat
nya

Program Peningkatan
Kemampuan Teknologi 6,461,781,369

pertumbuhan pertumbuhan
Industri

Industri
industri Jumlah Peningkatan

kualitas produk industri Per tahun IKM 25 25 50 60 65 85 1. Pembinaan Kemampuan
Teknologi Industri 4,164,021,000

Per tahun IKM 7 7 10 10 10 10
2. Perluasan Penerapan SNI

Untuk Mendorong Daya Saing
Industri Manufaktur

697,760,369

3. Perluasan penerapan
Produk - 20 20 20 20 standar produk industri

manufaktur
1,600,000,000

Jumlah penggunaan
teknologi tepat guna

Program Peningkatan
Kapasitas IPTEK sistem
Produksi

4,619,500,000

Per tahun IKM 40 40 50 50 50 50 1. Pengembangan sistem
inovasi teknologi industri 2,219,500,000

Per tahun IKM - 25 25 25 25 2. Penguatan kemampuan
industri berbasis teknologi 2,400,000,000

2. Meningkat
nya

Jumlah SDM industri
yang terlatih

Program pembinaan industri 800,000,000

kemampuan
SDM industri
dan kerja sama
antar

Per tahun IKM • - 10 10 10 10

1. Pengembangan industri
hasil tembakau melalui
penerapan good manufacturing
practice (GMP)

400,000,000

pemangku
kepentingan Per tahun SDM - 10 10 10 10 2. Pengembangan pemasaran

industri hasil tembakau 400,000,000

-
Program Pengembangan
Industri Kecil dan Menengah 7,162,285,975

Per tahun SDM 20 20 23 23 23 23
1. FasHitasi Bagi Industri Kecil
dan Menengah Terhadap
Pemanfaatan Sumber Daya

3,332,145,000

Per tahun SDM • 5 8 8 8
2. Pengembangan

Kemampuan Sumber Daya
Manusia Industri

925,000,000

3. Pembinaan industri kecil dan

Per tahun SDM 10 10 30 30 30 30 menengah dalam memperkuat
jaringan klaster industri

1,064,980,175

Jumlah akurasi
database perusahaan Per tahun Komoditi - 3 3 3 3

4. Pemetaan dan
pengembangan database
perusahaan

600,000,000



bAbAKAN Mlbl KONDISI

TUJUAN MISI ) TAHUN KE TARGET YANG INGIN DIC/
PROGRAM DAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF

SASARAN INDIKATOR SASARAN PENJELASA,, SATUAN (Rp)

2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Jumlah fasilitasi kerja
sama antar Pelaku
Usaha Per tahun MOU 3 3 10 10 10 10

5. Pemberian fasilitas
kemudahan akses perbankan
bagi industri kecil dan
menenqah

620,080,400

Per tahun MOU 3 3 10 10 10 10

6 Fasilitasi kerjasama
kemitraan industri mikro, kecil
dan menengah dengan pihak

620,080,400

3. Berfungsi
nya cluster
Industrl

Jumlah cluster industri
potensial

Program pengembangan
sentra-sentra industri
potensial

12,000,000,000

potensial
Per tahun Komoditi - - 2 2 2 2

1. Pembangunan akses
transportasi sentra-sentra
industri potensial

10,000,000,000

Per tahun Komoditi - - 3 3 3 3
2. Penyediaan sarana informasi
yang dapat diakses masyarakat 2,000,000,000

Program Penataan Struktur
Industri

5,606,598,300

Pertahun Komoditi • - 2 2 2 2
1. Penyediaan sarana maupun
prasarana klaster industri 3,500,000,000

Pertahun MOU 3 3 5 5 5 5
2. Pembinaan keterkaitan
industri hulu hingga hilir 2,106,598,300

2.Meningkat nya
perlindungan
konsumen

Program Perlindungan
Konsumen dan Pengamanan
Perdagangan

6,484,326,200

1. Meningkat
nya
pemahaman,
keamanan dan

Jumlah
masyarakat/konsumen
yng mengetahui hak dan
kewaiiban konsumen

Per tahun orang 240 240 240 240 240 240

1. Sosialisasi Perlindungan
Konsumen 1,418,096,000

Jumlah Permasalahan
yang terfasilitasi Per tahun Penyelesaia

n Aduan
- - 48 24 24 24

2. Fasilitasi Penyelesaian
Permasaiahan-Permasalahan
Pengaduan Konsumen

250,000,000

Jumlah jenis produk dan
jasa yang aman
dikonsumsi sesuai
dennan standard

Per tahun Jenis 500 500 500 500 500 500
3. Peningkatan Pengawasan
Peredaran Barang dan Jasa 598,392,050



SASARAN MISI KONDISI
) TAHUN KE TARGET YANG INGIN DIC ) PAGU INDIKATIFPROGRAM nAN KPftlATAN

SASARAN INDIKATOR SASARAN PENJELASAN SATUAN (0) (Rp)

2014 2015 201$ 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Jumlah Alat Ukur , 4. Operasionalisasi dan 4,217,838,150
Takar, Timbang dan Pengembangan UPT
perlengkapannya sesuai 10 Pos 10 Pos ukur

ulang, 25
SPBU, 14

SPBE, 7 uji
BDKT, dan

10 Sosialisasi
Perda Tera,
belanja alat
kemetrologia

10 Pos 10 Pos 10 Pos 10 Pos Kemetrologian Daerah
standar ukur ulang, ukur ulang, ukur ulang, ukur ulang, ukur ulang,

25 SPBU, 25 SPBU, 25 SPBU, 25 SPBU, 25 SPBU,

14 SPBE, 7 14 SPBE, 7 14 SPBE, 7 14 SPBE, 7 14 SPBE, 7
uji BDKT, uji BDKT, uji BDKT, uji BDKT, uji BDKT,

Per tahun tertib ukur dan 10 dan 10 dan 10 dan 10 dan 10
Sosialisasi Sosialisasi Sosialisasi Sosialisasi Sosialisasi

Perda Tera, Perda Tera, Perda Tera, Perda Tera, Perda Tera,
belanja alat belanja alat belanja alat belanja alat belanja alat
kemetrologi kemetrologi kemetrologi kemetrologi kemetrologi

an an an an an

Program Peningkatan dan
Penqembanqan Ekspor

8,543,653,800

3. Meningkat nya 1. Meningkat Jumlah pelaku usaha 1. Sosialisasi kebijakan
pertumbuhan nya fasilitasi yang melakukan ekspor Per tahun Pengusaha 50 50 100 100 100 100 penyederhanaan prosedur dan 629,604,800
Perdagangan pelayanan

ekspor dan
dokumen ekspor dan impor

promosi peningkatan jumlah nilai 2. Pengembangan informasi
ekspor Per tahun % 1 1 3 3 3 3 peluang pasar perdagangan

Luar Negeri
7,414,049,000

jumlah database potensi 4. Pengembangan data base
unggulan yang akurat Per tahun Dokumen 1 1 * informasi potensi unggulan 500,000,000

2. Meningkat Program Peningkatan
nya informasi - Efisiensi Perdagangan Dalam 4,759,880,500
pemantauan Negeri
barang Tersedianya data harga
kepokmas dan barang kebutuhan
strategis serta pokok masyarakat
perlindungan (kepokmas) dan Barang
pasar
tradisional

penting/Strategis,
tersedianya data
ketersediaan stok
barang kepokmas
berbasis web

Per tahun Komoditi &
Kepokmas

26
komoditi, 10
Kepokmas

26 komoditi,
10 Kepokmas

26
komoditi, 10
Kepokmas

26
komoditi, 10
Kepokmas

26
komoditi, 10
Kepokmas

26
komoditi, 10
Kepokmas

1. Pengembangan Pasar dan
Distribusi Barang/Produk 2,509,880,500

Jumlah lokasi sosialisasi 3. Sosialisasi peningkatan
produk dalam negeri yg Per tahun Lokasi 7 7 7 7 penggunaan produk dalam 2,000,000,000
strategis negeri

Jumlah pendirian toko 4. Penyempurnaan perangkat
modern yang berjarak peraturan, kebijakan dan
sesuai dengan
peraturan daerah
kahnnntpn Cirehnn

Per tahun % 5 5 5 10 pelaksanaan operasional 250,000,000



TUJUAN MISI

onomvMi HIio i KUNUISI
TAHUN KE

(0)
TARGET YANG INGIN DIC ^ PROGRAM DAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF)

SASARAN INDIKATOR SASARAN HbNJtLASM.. SATUAN (Rp)

2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

4. Meningkatnya
penyelenggaraan
pasar

1. Meningkat
nya penataan
pasar
tradisional
pemda

Program Pembinaan
Pedagang Kaki Lima dan
Asongan

77,745,339,999

Tersedianya sarana dan
prasarana pasar dan
fasilitas umum yang
memadai

Per tahun Pasar
9

Pemeliha-

raan pasar

9 Pemeliha-
raan pasar

9
Pemeliharaa
n pasar dan
2 revitalisasi

pasar

9
Pemelihara

an pasar
dan 2

revitalisasi
Dasar

9
Pemeliharaa
n pasar dan
2 revitalisasi

pasar

9
Pemelihara

an pasar
dan 2

revitalisasi
pasar

1. Penataan Sarana dan
Prasarana Pasar

71,963,958,550

Jumlah SDM pasar
tradisional yang terbina Per tahun orang 320 320 320 320 320 320

2. Pembinaan dan
Pengembangan SDM Pasar 3,980,131,196

Meningkatnya
penerimaan retribusi
pelayanan pasar
tradisional nemda

Per tahun % 4 4 4 4 4 4

3. Optimalisasi Penerimaan
Retribusi Daerah 1,801,250,253
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4.6 Strategi

4.6.1 Analisis Kondisi Internal dan Eksternal

4.6.1.1 Analisis Lingkungan Internal

Analisis lingkungan internal Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kabupaten Cirebon terdiri dari :

a. Kekuatan ( Strengths )

1. Jumlah pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang
telah memadai.

2. Tingkat pendidikan formal pegawai Dinas Perindustrian dan

Perdagangan telah memadai.
3. Struktur organisasi dan tata kerja Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kabupaten Cirebon.

4. Adanya dukungan dan komitmen pimpinan.

5. Kesempatan yang sama kepada pegawai untuk

mengembangkan kemampuan dan karirnya.
b. Kelemahan (Weaknesses )

1. Kurangnya keterampilan dan wawasan pegawai tentang

pembinaan perusahaan.

2. Anggaran yang disediakan kurang memadai.
3. Sarana dan prasarana yang kurang mendukung.

4. Kurangnya promosi produk-produk unggulan.
5. Lemahnya koordinasi antara daerah, provinsi, dan pusat

6. Kurangnya aktualisasi data-data potensi perindustrian dan

perdagangan di Kabupaten Cirebon.

7. Masih banyak program kegiatan dinas yang belum menyentuh

komoditi-komoditi industri potensial di Kabupaten Cirebon.

4.6.2 Analisis Lingkungan Eksternal

a. Peluang (Opportunities )

1. Banyaknya komoditi unggulan daerah

2. Pangsa pasar masih luas

3. Tersedianya tenaga kerja industri dan perdagangan

4. Banyaknya perusahaan industri dan perdagangan di Kabupaten

"— i

Cirebon
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5. Kepres No. 1 tahun 2009 tentang penggunaan produk dalam

negeri

6. Tersedia bahan baku dari Sumber Daya Alam lokal

7. Tersedianya akses jalan tol.

8. Wilayah Kabupaten Cirebon yang strategis.

b. Ancaman (Threats)

1. Rendahnya standarisasi mutu produk

2. Kurang tersedianya bahan baku komoditi unggulan

3. Banyaknya barang impor illegal yang beredar

4. Kepmen Perdagangan No. 36 tahun 2009 tentang ekspor bahan

baku rotan.
3. Lemahnya permodalan perusahaan

6. Krisis global yang melanda dunia

7. Tumbuh pesatnya pasar modern (minimarket dan

supermarket ).

8. Akses kredit yang relatif masih sulit dan suku bunga pinjaman

masih relative tinggi.

4.7 Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan

Faktor-faktor penentu keberhasilan (Critical Succes Factors) adalah

faktor yang sangat berperan dalam pencapaian keberhasilan organisasi

yang telah ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisis lingkungan

internal dan eksternal organisasi. Dengan diketahuinya Critical Succes

Factors, maka diharapkan dapat memudahkan organisasi dalam

mewujudkan pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan sebelumnya.
Untuk dapat merealisasikan misi yang telah ditetapkan, organisasi

harus berinteraksi dengan lingkungannya. Tanpa antisipasi yang baik

terhadap lingkungannya, organisasi akan banyak menghadapi tantangan

dalam pencapaian visi dan misinya. Pemahaman lingkungan baik eksternal

maupun internal membawa organisasi untuk memposisikan diri pada

tempat yang tepat serta mempersiapkan strategi yang paling sesuai dalam

pencapaian visi dan misi organisasi. Dengan ditetapkannya skala prioritas

yang akan dilaksanakan oleh organisasi, maka diperoleh informasi yang
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komprehensif apa yang harus diimplementasikan dan dianggap penting

dalam pencapaian tujuan organisasi.
Mengingat pentingnya untuk mengetahui Critical Succes Factors ini,

maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon berusaha

untuk merumuskan dengan menggali dari dalam organisasi. Faktor-faktor

kunci keberhasilan ini merupakan hal yang unik dari Dinas Perindustrian

dan Perdagangan Kabupaten Cirebon yang membawa organisasi ini untuk

mencapai sukses di masa mendatang.

Faktor-faktor penentu keberhasilan Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kabupaten Cirebon meliputi :

1. Konsistensi komitmen yang telah ditetapkan bersama.
2. Berfungsinya setiap elemen kelembagaan Dinas Perindustrian dan

Perdagangan dengan baik dari tingkat pimpinan sampai pelaksana.
3. Terjalinnya komunikasi yang baik antar bidang pada Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon.

4. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.

5. Ketersediaan tenaga teknis yang sesuai dengan kualifikasinya.
6. Penempatan pegawai pada posisi yang tepat (the right man in the

right place ).
7. Adanya regenerasi dan pendelegasian tugas yang berkelanjutan.
8. Tersedianya anggaran yang memadai.

4.8 Kebijakan

Berdasarkan hasil perumusan dari strategi yang dilakukan, maka

strategi yang dipilih adalah strategi S-0 (Strength-Opportunities). Strategi

ini menekankan kepada pendekatan memaksimalkan kekuatan dan

mengoptimalkan peluang yang ada. mengacu dari kekuatan dan peluang

yang ada maka dapat diambil suatu kebijakan yang menjadi landasan arah

prioritas kerja dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten

Cirebon, yaitu :

1. Memperkuat daya saing industri;

2. Penguatan pasar dalam negeri;

3. Stabilisasi harga dan penguatan pasar dalam negeri;

4. Memperkuat dan meningkatkan peran perdagangan dalam negeri;
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5. Pengenalan produk, penguatan jaringan distribusi dan perluasan

pasar dalam negeri dan luar negeri;

6. Menyebarluaskan informasi sentra-sentra produk komoditi unggulan

khususnya produk siap ekspor dan penetrasi pasar;

7. Memperkuat dan Meningkatkan Perdagangan Luar Negeri;

8. Mengidentifikasi penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan

konsumen, serta mengidentifikasi informasi perlindungan konsumen;

9. Mengintensifkan pengawasan daerah tertib ukur dan pasar tertib

ukur;

10. Mengintensifkan pengawasan peredaran barang dan jasa;

11. Penataan pasar tradisional dan penyediaan lokasi pedagang kaki lima

dan asongan;

12. Penataan dan pemberdayaan pedagang pasar tradisional dan

pedagang kaki lima dan asongan;

13. Penataan retribusi pelayanan pasar tradisional.

Kebijakan-kebijakan inilah yang akan bahan acuan program-

program kerja atau kegiatan yang dilakukan Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kabupaten Cirebon selama periode tahun 2014 sampai

dengan 2019.

Data untuk Industri Kecil, menengah dan besar, komoditi unggulan

dan Realisasi Export Kabupaten Cirebon adalah sebagai bertikut :
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Tabel 4.2.
Industri Kecil, Menengah dan Besar Kabupaten Cirebon Tahun 2013-2014

N O. U R A I A N
J U M L A H

2013 2014

1 UNITUSAHA

- Industri Kecil

dan Menengah

13.212 Unit Usaha 13-559 Unit Usaha

i
- Industri Besar 126 Unit Usaha 130 Unit Usaha

Subtotal 13.338 Unit Usaha 13.689 UnitUsalvi

I 2 TENACA KERJA

- Industri Kecil

dan Menengah
103.058 Orang 104793 Orang

- Industri Besar 45-712 Orang 46.801 Orang

Subtotal 148.770 Orang 151-594 Orang

3 NILAI INVESTASI

(Rp. 000)

- Industri Kecil

dan Menengah

Rp 352.287.195,75 Rp. 390.179-206,52

- Industri Besar Rp 2.555.772.076,44 Rp. 2.683.560.680,26

Subtotal Rp 2.908.059.272,19 Rp. 3.073.739-886,78
' 4 NILAI PRODUKSI

j (Rp. 000)

- Industri Kecil

dan Menengah

Rp

2.007.408.445,92

Rp. 2.092.422.193,60

- Industri Besar Rp

4.340.805.164,50

Rp. 4.399.406.034,22

Subtotal Rp 6.348.213.610,42 Rp. 6.348.213.610,42

5 EKSPOR (US $) Rp 116.941.857,92 Rp 133-557.028,08
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Tabel 4.3.
Komoditi Unggulan Kabupaten Cirebon Tahun 2014

NO JENIS KOMODITI
UNIT

USAHA

TENAGA

KERJA

~ ~~ ~

NILAI INVESTASI

(Rp.ooo,-)
KAPASITAS PRODUKSI

NILAI PRODUKSI

(Rp. 000,- )

1 Meubel / Kerajinan Rotan 1.331 57.102 2i5.HO.i99 75.085 Ton 1.900.121.107

2 Meubel Kayu 1.245 7-35 » 51.311.013 1051.158 Pcs 362.117.011

3 Emping Melinjo 132 1.194 632.965 957 Ton 19.175.643
4 Roti 8*. Makanan Ringan 417 5.029 7.586.165 13.202 Ton 146.142.050

5 Batu Alam 344 2.010 ll.2O9.3il 5.119.081 173.622.917
6 Sandal Karet 20 225 1.182.156 35.250 Kodi 4.355.100

7 Batik 530 4.408 12.519.682 21.152 Kodi 80.622.800

8 Konveksi 595 3-985 15.201.100 5.319.000 Pcs 20.051.600

9 Kerajinan Kulit Kerang 8 753 1.301.230 321.100 Pcs 12.544.094
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Tabel 4.4.
Realisasi Ekspor Komoditi Non Migas Kabupaten Cirebon

NO JENIS KOMODITI
VOLUME 2014

TUJUAN EKSPOR
CONT KGS (*>

1 Udang Beku 6 64.884,15 365.951,17 Malaysia, China, Jepang

2 Rajungan 7 180.000,00 2.572.829,00 USA

3 Udang Broded Beku 42 244.780,98 1.505.808,70 Netherlands, USA,

Jepang, Korea, Mesir

4 Kodok Beku 6 61.964,00 169.889,40 Belgia, Perancis

5 Ikan Teri Jepang, Malaysia,

Singapura

6 Layur Beku 11 289.746,50 505.830,73 China, Australia,

Vietnam

7 Smanggi Beku China

8 Cumi-cumi 1 26.437,00 31.724,40 China, Hongkong

9 Cumi Beku 55 1757-141,70 2.125.228,22 China, Australia,

Vietnam

10 Remang Beku China

11 Sepia China

12 Ikan Kurusi Beku China

13 Kepiting Beku China

14 Ikan Beku 7 159.127,64 290.835,93 Oman

15 Scallop Perancis

16 Sontong Beku China

17 Red Mullet Belgia

18 Gindara Beku China, Vietnam

19 Gurita 1 4.241,90 14.846,00 korea selatan

20 Minyak Jahe -

21 Mebel Rotan 10.242 35.278.535,00 115.181.420,39 Asia, Amerika, Eropa,

Australia

22 Kayu Olahan 251 423.340,10 502.644,72 Eropa, Amerika,

Australia

23 Sumpit Kayu Belgium, Netherland

South Africa
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NO JENIS KOMODITI
VOLUME 2014

TUJUAN EKSPOR
CONT KGS ($)

24 Bekicot Jepang

25 Ubur - ubur Korea, Jepang,
Singapura

26 Kerajinan Kulit

Kerang

19 4.813,00 30.768,00 Italia, Perancis,
Hongaria,, Polandia

27 Benang Tenun 1.278 2.690.385,93 8.951.565,07 Eropa,Amerika, Asia

28 Tekstil - - - Eropa, Amerika, Asia

29 Dyer Canvas 37 164.779,25 507-151,35 Jepang, Thailand

30 Plastics Meshu -

Sheet Jepang, Thailand

31 Batik -

32 Batu Alam 123 166.681 102.385,98 Eropa, Malaysia, Brunai

33 Buah 192.696 656.654,52

U—

United Arab Emirat,

Hongkong

34 Bawang Merah
. .

Belgium

35 Rumput Laut 32 38.591 28.894,50 China

36 Ginger 1 26.000 12.600,00 UAE

JUMLAH 12.119,00 41.774.144,67 133.557.028,08
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BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN,

INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Rencana Program dan Kegiatan

Berdasarkan arah kebijakan yang telah ditetapkan, yaitu

memperkuat daya saing industri lokal, pengenalan produk, penguatan

jaringan dan perluasan pasar, penataan pasar, dan mengintensifkan

pengawasan dan pengendalian standard produk maka dapat disusun

rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan

pendanaan indikatif. Kegiatan yang akan dilakukan selama periode tahun

2014-2019 adalah sebagai berikut :
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Pr ~*NA PROGRAM, KEGIATAN.INDIKATOR KJNERJA,KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAANINDIKATIF
) DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN CIREBON

HiJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KOOE PROGRAM DAN KEGIATAN
INOlKATOR KINERJA PROGRAM

(OUTCOME) DAN KEGIATAN
(OUTPUT)

CAPA1AN PADA TAHUN
AWAl PERENCANAAN TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHJN 20H TAHUN»19

KONDISIKINERJA PADA AKHIR PERIOOE
RENSTRA SKPD SKPO

PENANG
GUNG JAWAH

LOKASI

TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp

1 2 1 4 5 1 7 8 9 10 11 12 1) 14 IS 16 17 1« 19 » 21
1 ktenngkjtny!
pembtoaan dan

1 Meoingkatnya
partumbuhan Induatri

2.0717 PtOflrim Ptnmgk jlan Kwnampuan Ttfcnotogi
toduetn

511.7*1169 1 150 000,000 1 450 OX OX 1 5X 0X 0X 1CSO.OOO.OOO 8.461 7*1 169

indvetn
JumlaP Penn^alan
kuattas produk ndusto

207 17 01 1 Pembmaan Kemempuan Teknotog> Indusr Inpul R«*NBti 414.021000 414021 000 800 000 000 9X 0X 0X 9X 0X 0X 1.1X.OX.OX 4 164 XI OX

Outoul Pentunaan TeknA
Produk* Magang
Penarapan GKM dan
lomba Oesam MM Rotan
keyu. dan barrtiu

150 IKM ISO KM 100 KM 400 KM 450 IKM SX IKM 1 800 IKM

Oufcome Jumtab parangkatan
kuaktai produk mdusto 25 IKM 25 IKM 50 IKM 60 KM 65 IKM 85 IKM 285 KM

2 07 17 03 2 Pertjesar Pencrapan SNi JntA Mender ong
Daya Samg Indus* MenuTaktit

inpul Ripab
97 760 369

97 760.369 150 000 000 ISO OX OX 1X.OX.OX 1X 0X.0X 697 7X.169

Ou*ut Peertxnaan kuaktas
15 IKM 15 KM X IKM X IKM X KM X KU 135 KU

Outcome Asntahpenm^atan
kuaktai produk mdusto 7 IKM 7 KM 10 IKM 10 IKM 10 KU 10 KM 47 KU

207 17 OA 3 Pertuasan penerapen starxJar produk mdus*> Input Ri*naP 400 000 000 4X.0X.0X 4X 00C.0X 4X.0X.0X 1 6X 0X 0X

Outo'A Penbmaa- HACCP GUP
100 IKM IX IKM IX KM IX KM 4X KM

Oufcome JwrdaP penmgkatar
kuaktai produk ndus* 20 Produk 20 Produk X Produk » Produk 80 Produk

2.07.15 Program Peningkatan Kapaeitai IPTEK aialtm
Produkti

169 500.000 1,050.000,000 1050 0X.0X 1050 000 000 1.1X.XO.OX 4.619.500 000

JurntaPpangguiaan
Hnok^kpAgtra

2071505 1 Pengembangan sisiem moves,leknotogi mflusln Inpul Rupafi 369 500 000 369 500 000 450 000 000 450 OX OX 4X 0X 000 5X.0X.0X 2 219 500.0X

Oi*>ut Pembmaan Tekns
produk* IKMbat* IKM
logam.Uagangdan
•cAsbcp ndusT Meat*EasdAas HKI unhA meat
batik komunat ktb
Crebon dan konveky

220 IKM 220 KU 250 IKM 250 IKM 250 IKU 2X IKM 1.2» IKU

Outcome Jumlah penggunaan
teknotogi lepat guna 40 KM 40 KM 50 IKM X IKM X IKM X IKM 240 IKU

207 1506 2 Penguatan kemampuan indus*bert>as«s
leknotog. InpU Ri4xaP 600 000.000 600 000.000 6X.0X.0X 6X.0X.0X 2.4X.0X OX

Outout Pastes HKIBaotuan
sarana dan prasarana
KU. Bantuan Peratatar..
Pertxnaan Takraa.
Fasbtas Penerapan Babt
Mart Pembmaan

100 IKM IX KM 1X KU IX KM 4X KU

IKM LMEA Perrtomaen
Outcome jumtaP penggimaan

teknotogi Mpat guna 25 KM 25 IKM 25 KM 25 KM 1X KM



SASARAN INDICATOR SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM

(OUTCOME) DAN KEGIATAN
(OUTPUT)

CAPAIAN PAD/
AWAl PEREN TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 j TAHUN 2018 TAHUN 201$

KONDtSl KINERJA PADA AKHIR PERIODS
RENSTRA SKPD

UNIT KERJA
SKPO

PENANG LOKASI

GUNG JAWAB

TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp

2 3 4 5 6 7 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 71
2 Manmgkatnya
kemampuan SOM
indualn dan kaija

•ama anlar pamangku
ktpanbngan

Jumlan SOM rx3us»i
yang tenet*

207 16 Program pembtnaan mduttn 200 000 000 200 000 000 200 000 000 200 000 000 800 000 000

l Pengarrtangan ndusK has/ tent>akaumaiaiui
porwrapon good manulnctmng practice (GUP)

input Ripiah 100000 000 100 000 000 100 000 000 100000000 400.000.000

Ou*>ul PonOaraan GMP dan
OnenM* lapangan (OP) 24 IKM 24 IKM 24 IKM 24 IKM 96 IKM

Outcome jumlah SOM ndmfri yang
lartatfi 10 IKM 10 IKM 10 IKM 10 IKM 40 IKM

7 Pangendjangan pemasaran nduski head Input Rupmh 100 000 000 100 000 000 100 000 000 100 000 000 400.000 000

Output Pantanaan mana*emen

12 IKM 12 IKM 12 IKM 12 IKM 12 IKM

Outcome )umtah SOM <ndus*t yang
tartatb 10 SOM 10 SOM 10 SOM 10 SOM 40 SOM

2.07.16

2 07 1601

Program Pangambangan Induatri Kac4 dan
Manangah

712.285.975 1500 000.000 1.550 000.000 1.650.000.000 1 750 000 000 7 162J85.975

1 f as/ton Bag IndustiKec/ d̂ Menengah
Tartiadap Pemartaatan Somber Oayi

Input P.ipan 607 145 0OC 607 145000 650 000 000 675 00C 000 700.000 000 700 000 COO 3 332 145.000

OutMA Fes**Uakanan Otahan
Tngkaf Kab Crebon oan
Prop**Java Barat
Pembmaan Magnng dan

Bartfuan k emasar bog
IKM Agrc Parrtman
Pangembangan Induitt
Batu AMm dan
Pengerrbangan
ketarampian bag
Keluarga Pra-KS serta
Pembmaan dewan
kerapnan nasional daerab

200 IKM 200 IKM 230 IKM 230 IKM 230 IKM 230 IKM 1.120 IKM

Outcome jumtah SOM »«dus*iyang
tortabh 20 SOM 20 SOU 23 SOM 23 SOM 23 SOM 23 SOM 112 SOM

2 PengembanganKemampuanSumber Daya
Uanusa Industn

Input Ri^Mab 175000 000 200 000000 275.000 000 275 000.000 925 000 000

Oufcut ParrtHnaan
kewvauiabaan
Pantmaan attaavamart
Motvabon Trammg
(AMT) Pant)naan
managemen usaha

50 IKM 60 IKM 60 IKM 80 IKM 290 IKM

Outcome fumtab SOM ndusfri yang
lerMh 5 SOM 6 SOM 8 SOM 8 SOM 29 SOM

207 16 09 3 Pemtwnaen ndustikeal dan manengah dalam
mempertual janngan kloiter ndusfrt

Input Ruptab 64 W0 175 64.960 175 225.000.000 225 000 000 225 000000 325 000,000 1,064 980 175

Oog>ut Tarbranya petaku usaha
mduabt

100 IKM 100 IKM
200 IKM 200 IKM 200 KM 200 IKM 900 IKM

\ II8ii

10 SOM 10 SOM 30 SOM X SOM 30 SOM X SOM X SOU



TU JUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN
MOIKATOR KINERJA PROGRAM

(OUTCOME) DAN KEGIATAN
CAPAIAN PAD '
AWAL PEREN LOKASlTAMUN 2015 T A HUN 2016 TAHUN 20’ 7 TAHUN 2018 TAMUN »19

KONDISI KINERJA PAOA AKHIR PERIODS
RENS1RA SKPD SKPD

PENANG

TARGET Re TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGFT Rp TARGET Rp

GUNG JAWAB

1 2 3 * 5 6 7 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
JumtaK Aun
daabese pervnahaen

4 Pemetaan dan pengembanQan database

Mrusahaan
Input Rio«n ISO OX OX •xxoxr 150 X0 X0 •50.OX OX 6X OOC XQ

Ou*>d Updating Date Base
Indus*! Pomataandan
Preft komod* Indus*

3 Komodib 3 Komod* 3 Komodib 3 Komod* 12 Komod*

Outcome Jumteb database
perwahaan komod*
yangakurat

3 Komodib 3 Komod* 3 Komodib 3 Komod* 12 Komod*

ll. 207 16 05 5 Penbfnan fasiMas kemudahen rtsn pertianten
beg indusai keck dan menengah

Inpul Riptei 20 080.400 20 060 400 150 OX OX 1 M OM OX 150 000 000 1M 0X 0X 620080 4X

OuteU Fasdtesi Artera Pihal
Perbankan dengan
Indus*K act dan
Menengah

30 MM 30 IKM IX MM IX IKM IX IKM IX IKM 430 IKM

Outcome jumtah tas*tasi larja
same inter Petal u Usaba 3 UOU 3 MOU 10 MOU 10 MOU 10 MOU 1b MOU 45 MOU

207 1606 6 F askitav ktrpsame kamit aan ndus»i nwk/o
lack dan menengaK dengan p«ha* swasta

Inpd Ripian 20 060.400 20 060 400 150 OX OX 150 OX OX '50 0X 000 150 OX OX 620 060 4X

Outwt Fas*tssi kerjasama
artera ndus*m*/b led
dan menengeri dengan
pbaksa«sta

30 IKM X IKM IX IKM 1X IKM IX IKM IX IKM 430 IKM

Outcome jumten tatetesi larja
sama antar Petalu User* 3 MOU 3 MOU 10 MOU 10 MOU 10 MOU 10 MOU 45 MOU

3 Barfungsinya
duster industri

\
lSI

2.071#

2071901

Program pengambangan santra sentra industri
potential

3.0X.OX.OX 3.0X.0X.0X 3 000.000 000 3.XO.OX.OOO 12.0X.0X.0X

1 Penbangunan aises benspcrtasi sertea -senaa Input Ripen 2 500 OX OX 2 500000 000 2 5XOXOX 2 500 OX 000 10.0X 0X.0X

Oi*>ul Perryedtean ekses
Kansportasi disenta
mdus*potensial

4 Komodib 4 Komod* 4 Komodib 4 KomodA 16 Komod*
Outcome jumlah cluster ndus*

potential 2 Komodib 2 Komodib 2 Komodib 2 Komod* 6 Komod*
207 1901 2 Penyedtaan sarana mlcrmv yang dapal dials** Inpur Riariah

5X 0X 0X 500 000000 sxoxox 5X 0X0X
20X.0X 0X

Ouput Penyediaan data
mtormav 4 Komodib 4 Komod* 4 Komodib 4 Komodib 16 Komod*

Outcome |umleri ntormesi duster
ndus*polensiel 3 Komodib 3 Komod* 3 Komod* 3 Komod* 12 Komod*

207.16
2071602

Program PtnaUan Strvktur Industri 1X.596.30C 1.375.UUU.XO 1.375.0X.X0 1.37S.OX.OX 1 375.000.000 5.606 598.3X
1 Panyediaan sarana matron prasarana llasier
MHM

Inpul Rvpteh
875 OX OX 875.0X.0X 875.0X.0X 675.0X.0X 3 500 000 OX

Perryedoan sarana
Oupd matgrun prasarana Muster

Indus*
4 Komodib 4 Komodib 4 Komodib 4 Komod* 16 Komod*

juMMaaranadan
Outcome prasarana duster Indus*

potensial
2 Komodib 2 Komod* 2 Komod* 2 Komod* 6 Komod*

2 07 1603 2 Pembmaan keterteiten produlsi ndusb Hutu
hmggahd. Input Ripaab 106.588.300 106.596 300 500 OX OX 5X.0X 0X sxoxox SXOXOX 2.106.586 3X

Jamnan Ketarsadtaan
Ougrul Bahan Baku Produku dan

Keqa sama AKhTaknotogi
15 IKM IS KM 20 KM 20 KM 20 KM 20 KM 95 KM

Outcome
panlah kerja same ctester
Indus*potensial 3 MOU 3 MOU 5 MOU 5 MOU 5 MOU 5 MOU 18 MOU



TUJUAN SASARAN MOdCATOR SASARAN KOOE PROGRAM OAN KEGIATAN
MDIKATOR KJNERJA PROGRAM

(OUTCOME) OAN KEGIATAN
(OUTPUTj

L_
LOKASI

CAPAIAN PAOA
AWAl PERENI TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019

KONOtSI KINERJA PADA AKHlfi PERIOOE
RENSTRA SKPD SKPD

PENANG

•
GUNC JAWAB

TARGET Rp TARGET RP TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp

1 2 3 * 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
J Meningkatnya
pertumbuhan
Pardagangan

1Meningkatnya
111MUsi peiayanan
ekapor dan promoti

Jurtah pataku usaha
yang metakiAan akipo>

2 06 17

2 06 17 03

Program PaningkaUn dan Pangambangan
Ekapor

766 653 800 1 979 000.000 1 779 000 000 t 979 000 000 2040000 000 8 543 653 800

dan dokumen tirpo dan imp

InpuA Rupiah 43 604.800 49 604.800 120 000 000 120 000 000 120000 000 220 000.000 629 604 800

OufcruT Pembnean prosedur
ekspor dan impor bagi
para pengusaha kacd dan
menengah. Stray IKU

50 Pangusaha 50 Pengusaha 100 Pengusaha 100 Pengusaha 100 Pengusaha 100 Pengusaha 450 Pengusaha

Outcome Jumlahpataku usaha
yang melakukan tkaxr 50 Pangusaha 50 Pengusaha 100 Pengusaha 100 Pangusaha 100 Pengusaha 100 Pengusaha 450 Pengusaha

penmgkatan fxrm- rat*
ak*or

206 1702 2 Pengembangan rtomaii patuang pasar
pardaganganluar Neger

Inpul Ricxah 717045 000 717 049 000 1 609 000 000 1 659 000 000 1 609 000 000 1 820 000 000 7414049000

OutNJl Pameran pamduibTBn
dan pardagangan 5 Pameran 5 Pameran 10 Pameran 10 Pameran 10 Pameran 10 Pameran *5 Pwneran

Oufcome penmgkatan jumlah r»l*.
**per 1 % 1\ 3 % 3 % 3 Ik 3 % 13 %

unggulan yang ekuxat
2 06 17 05 3 Pengembangan data base rdormau pcAertsr

unggvian
Inpul Rup«an 250 000 000 250 000 000 500 000 000

ChjfxA PemuKakhran data base
mfcrmesr potona
unggulan ndus*idan
pardagangan

1 Ookuman ' 2 Dckimer

Outcome |umlah database potona
unggulan yang akirat 2 Dokumen

2.Meningkatnya
informaai pamantauan
barang kapokmae dan

•tratogia aarta
parlmdungan pasar
traditional

TerserĴ nye data harga
barang kebuhAian pokok
masyarakat (kepokmas)
dan Barang
panAnglSdategu
fersadanya data

barang kepokmas
barban web

206 16

2 06 18 03

Program Pantngkatan ETraianti Pardagangan
Dalam Nagari

309 880 500 1.100.000.000 1.100 000,000 1.100.000.000 1.150,000.000 4 759 880.500

1 Pengembangan Pasar dan Dcsrbusi
Barangff’rodiA

Input Rupiah 309 880 500 309 880 500 550 000.000 550 000.000 550 000 000 550 000.000 2 509 880 500

Oupul Terpartaurrya
parkembangan harga
barang kepokmas dan
barang penbngUaategrt
serta ketersediaan stok
barang kepokmas
berbasrsweb

26
Kamo 10 Kepokmas

dfi
" « 26

Komo 10 Komodb
dft

26
Komodi 10 Komodb

t Komodb
10 *o'no<5* Komodft

10 Komod,,,

Outcome TersedienyB data harga
barang kebotuhan pokok
masyarakat (kepokmas)
dan Barang
pentnglShbgo
tenadianya data
ketersedaan stok barang
kepokmas berbasrs web

26
Komo 10 Kepokmas
d*

» ,0Komo „ ,
M

Kepokmas

26
Komo lOKomodib
db

26
Komodi lOKomodb

«
„

K
,. lOKomod*KomodAi JL, ,oiwt"“ 26 "7* UKonM

206 1807 2 Sasrakusipenmgkatanpenggunaanproduk
dMamnagen

Input Rupiah 500 000.000 500 000000 500 000 000 500.000.000 2 000 000 000

perangkatan penggunaan
produk dalamnagan 7 Lokasr 7 Lokaa 7 Lokasr 7 Lokasr 78 Lokasi

produk dalam nageh yg
tMtga 7 buah 7 Lokasi 7 Lokasi 7 Lokasr 28 Lokasi



TUJUAN SASARAN WDIKATOR SASARAN KOOE PROGRAM DAN KEGIATAN
tNOIKA TOR KJNERJA PROGRAM

(OUTCOME)DAN KEGIATAN
CAPAIAN PAD 'AWAL PEREk

‘

lOKAStTAHUN 2015 TAHUN 20»6 TAHUN 2017 TAHUN 2018 ’AUIJN 2nio

KONOISI KWERJA PADA AKHlfl PERIOOE
RENSTRA SKPD

UNIT KERJA
SKPD

GUNC JAWAB

TARGET Rp TARGET Rp TARGET RP TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp

1 2 3 « 5 • 7 8 9 10 ,, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Jumlah pendnan toko
mooem yang Oerjarai

peratiran danv
r atupaten Crebon

2 06 1807 3 Penyempjnaanperangiat perstirsr, IrOtBi*
dan petaksanaan op«resiona<

Input Piaxati vi000000 50 000 000 50 000 000 •00 000 000 250 000 000

Ou*mt !eriotiataasAannya
paraturan daarah
Krtxeatan Oebon

5 5k 5 % 5 5k 10 5k 25 %

Outcome Jundah pendnan toko
modem yang barprafc
aesuai dangan peratuan

daaran Katmialan
Crabon

5 5k 5 5k S 56 10 5k 25 5k

4 Meningkatny* 1 Maningkatny*
panataan pitir

tradition*!pemda

lersedanyaimdan
prasarana pasar dan

2 06 19 Program Pambinaan Padaging Kakj Lana dan 1.964.299 116 19.145.258.527 17.175.135.027 17 1̂0.740.800 22J49.906.730 77745.330.999

2 06 19 07 1 Panataan Sarana dan Prasarana Pasar input Pi«Nah
1 207 238 550

1 207.238.550 17 939 180 000 15.938 180.000 15938 180 000 20 939 180 000 71 963 958 550

aan pasar pengnatan

tabling pemadam
kebakaran. serte
penbangunan /

RevNatsas Pasar
Tradsonal

S pemeliharaan Pasar
pemeUrara

9
an Pasar ^ »

Pevdaksav
tiaraan
pasar p“ *

• ,—
9

Pemekha 2 Revdatnaii
raan pasar

9
Pemefcba 2 Revnansas*

raan pasar
pasar

S 8
Pemekhar Pevaaksav
aanpasar pasa

Outcome Tersedanya sarana dan
prasarane pasar dan
tasAtas imum yang
memadai

9 peneibaraar. Pasar 8 Pemearwa fL*
!

Revdataas.
haraan pasarpasar

^ 2Pemek „Revrtalisasi
haraan pasarpasar

9
Pemeana 2 RewMsm

ravi pasar
pasar

2 Pesar
9 8

Pemekhar fievitaksasi
aan pasa pasa

Jundah SOM pasa
adwonal yang tertiria

2 06 19 08 2 Perrbmaan dan Pengerrbangan SOM Pasar Input Pn»n 460 533 996 460 533 996 879 899 300 879 899 300 879.899 300 679 899.300 3980.131.196

Odfxi Porberaan managemen
pengetolaan pasar.

penyatenggaraan pasar .

pasar desa. Perrbaiaan
petugas keamanan
Penbaraan petugas
pemungut rcfrbusi
operas lerpadu
keamanan dan ketertban
pass SoveylKU

320 orang 3” "’ 330^ 320 orang 1.600 orang

Outcome Aanlah SOMpasar
tartaonal yang lerbma so . 330^ 3» , 110^ 32."', 330 , 1600 orang

Mê ngUfrry.
penenmaan rekbusi

206 1909 Input Rignah 296,526 570 296,526.570 326 179 227 358 055727 391.661.300 430 827 430 1.801250 253

Output Pamungutanretbusi dr
pasar Pamda
doelutar pasar pemda

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 60 Bulan

Outcome UarangkaHya
pananmaan rafrfcua
petayanan pasar 4 % 4 % 4 5k 4 56 4 56 4 % 20 5k



TARGET CAP/ £TIAP TAHUN
INDIKATOR SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

itUliUioi r\INLKJA rAUn

AWAL PERIODE RPJMD
TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019

AKHIR PERIODE RPJMD

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4. Jumlah akurasi database

perusahaan
4. Pemetaan dan pengembangan database
perusahaan - Komoditi - Komoditi 3 Komodib 3 Komodib 3 Komodib 3 Komodib 12 Komodib

5. Jumlah fasilitasi kerja
sama antar Pelaku
Usaha

5. Pemberian fasilitas kemudahan akses perbankan
bagi industri kecil dan menengah 3 IKM 3 IKM 10 IKM 10 IKM 10 IKM 10 IKM 43 MOU

6. Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil
dan menengah dengan pihak swasta

3 IKM 3 IKM 10 IKM 10 IKM 10 IKM 10 IKM 43 MOU

Program pengembangan sentra-sentra industri
potensial

6. Jumlah cluster industri
potensial

1. Pembangunan akses transportasi sentra-sentra
industri potensial - Komodib Komoditi 2 Komodib 2 Komodib 2 Komodib 2 Komodib 8 Komodib

2. Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses
masyarakat - Komoditi - Komodib 3 Komodib 3 Komodib 3 Komodib 3 Komodib 12 Komodib

Program Penataan Struktur Industri

1. Penyediaan sarana maupun prasarana klaster
industri - Komoditi - Komodib 2 Komodib 2 Komodib 2 Komodib 2 Komodib 8 Komodib

2. Pembinaan keterkaitan produksi industri hulu hingga
hilir 3 MOU 3 MOU 5 MOU 5 MOU 5 MOU 5 MOU 23 MOU

Program Perlindungan Konsumen dan
Pengamanan Perdagangan

7. Jumlah
masyarakat/konsumen
yng mengetahul hak dan
kewajiban konsumen

1.Sosialisasi Periindungan Konsumen

240 orang 240 orang 240 orang 240 orang 240 orang 240 orang 1,200 orang

8 Jumlah Permasalahan
yang terfasilitasi

2. Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan-
Permasalahan Pengaduan Konsumen

• - 48 Penyelesaian
Aduan

Penyelesaia
n Aduan

Penyelesaian
Aduan

Penyelesaian
Aduan

Penyelesaian
Aduan



1
TARGET CAPAK.otTlAP TAHUN

NO INDIKATOR SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN KONDISI KINERJA PADA KONDISI KINERJA PADA
AWAL PERIOOE RPJMD

TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019
AKHIR PERIODE RPJMD

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12
9 Jumlah jenis produk dan 3 Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan

jasa yang aman
dikonsumsi sesuai
dengan standard

Jasa
500 Jenis 500 Jenis 500 Jenis 500 Jenis 500 Jenis 500 Jenis 2,500 Jenis

10 Jumlah Alat Ukur, Takar, 4 Operasionalisasi dan Pengembangan UPT 10 Pos ukur ulang, 25 10 Pos ukur ulang, 25 10 Pos ukur ulang, 25 10 Pos ukur ulang, 25 10 Pos ukur ulang, 25 10 Pos ukur ulang, 25 10 Pos ukur ulang, 25
Timbang dan Kemetrologian Daerah SPBU, 14 SPBE, 7 uji SPBU, 14 SPBE, 7 uji SPBU, 14 SPBE, 7 uji SPBU. 14 SPBE, 7 uji SPBU, 14 SPBE, 7 uji SPBU, 14 SPBE, 7 uji SPBU 14 SPBE, 7 uji
periengkapannya sesuai BDKT, dan 10 Sosialisasi BDKT, dan 10 BDKT, dan 10 BDKT, dan 10 BDKT, dan 10 BDKT, dan 10 Sosialisasi BDKT , dan 10 Sosialisasi
standar Perda Tera, belanja alat Sosialisasi Perda Tera, Sosialisasi Perda Tera, Sosialisasi Perda Tera, Sosialisasi Perda Tera, Perda Tera, belanja alat Perda Tera, belanja alat

kemetrologian belanja alat belanja alat belanja alat belanja alat kemetrologian kemetrologian
kemetrologian kemetrologian kemetrologian kemetrologian

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

12 Jumlah pelaku usaha 1.Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan
yang melakukan ekspor dokumen ekspor dan impor

50 Pengusaha 50 Pengusaha 100 Pengusaha 100 Pengusaha 100 Pengusaha 100 Pengusaha 450 Pengusaha

13 peningkatan jumlah nilai 2. Pengembangan informasi peluang pasar
ekspor perdagangan Luar Negeri 1 % 1 % 3 % 3 % 3 % 3 % 13 %

14 jumlah database potensi 3. Pengembangan data base informasi potensi
unggulan yang akurat unggulan - Dokumen - Dokumen 1 Dokumen - Dokumen 1 Dokumen Dokumen 2 Dokumen

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan
Dalam Negeri

15 Tersedianya data harga
barang kebutuhan pokok
masyarakat (kepokmas)
dan Barang
penbng/Strategis,
tersedianya data

1 Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk

.. ^ .... 10 KeDokmas 26 10
.. ^ ... 10 Komoditi ^ 10 Komodib „̂ . 10 Komodib „* 10 Komodib 26 Komodi-

„ 10 Komodib
retersediaan stok barang
repokmas berbasis web

Komodib K Komodib Kepokmas Komodib Komodib Komodib Komodib b



TARGET CAP/ ?TIAP TAHUN
KONDISI KINFRJA PADA

NO INDIKATOR SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN AWAL PERIODE RPJMD AKHIR PERIODE RPJMD
TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12

17 Jumlah lokasi sosialisasi
produk dalam negeri yg
strategis

2. Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam
negeri

- Lokasi - Lokasi 7 Lokasi 7 Lokasi 7 Lokasi 7 Lokasi 28 Lokasi

18 Jumlah pendirian toko
modem yang berjarak
sesuai dengan peraturan
daerah Kabupaten
P.irphnn

3. Penyempumaan perangkat peraturan, kebijakan
dan pelaksanaan operasional

• % - % 5 % 5 % 5 % 10 % 25 %

Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan
Asongan

19 Tersedlanya sarana dan
prasarana pasar dan
fasilitas umum yang
memadai

1, Penataan Sarana dan Prasarana Pasar

pemeliharaan
Pasar

9 pemeliharaan
Pasar

9 2
Pemelihar Revitalisasi
aan pasar pasar

9 2
Pemelihar Revitalisasi
aan pasar pasar

9 2
Pemelihar Revitalisasi
aan pasar pasar

9 2
Pemelihar Revitalisasi
aan pasar pasar

g_ ... 8 RevitalisasiPemelihara pasaran pasar

20 Jumlah SDM pasar
tradisional yang terbina

2. Pembinaan dan Pengembangan SDM Pasar

320 orang 320 orang 320 orang 320 orang 320 orang 320 orang 1,600 orang

21 Meningkatnya
penerimaan retribusl
pelayanan pasar
tradisional pemda

3. Ophmallsasi Penerimaan Rethbusi Daerah

4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 20 %



Qinad (P&unduabiian dan tPexdagangan
JCa&upatea Qvie&on mi

BAB VII

PENUTUP

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon telah

berkomitmen untuk melaksanakan Rencana Strategis yang telah disusun ini demi

terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.
Sebagai suatu instansi pemeritah di Kabupaten Cirebon yang memegang peranan

penting dalam pembangunan perekonomian di Kabupaten Cirebon khususnya

pada bidang perindustrian dan perdagangan, Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kabupaten Cirebon akan berupaya seoptimal mungkin untuk

mendukung salah satu misi dari Pemerintah Kabupaten Cirebon, yaitu

“Memantapkan potensi dasar perekonomian rakyat”.
Setelah dirumuskan perencanaan stratejik, Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kabupaten Cirebon bersiap diri untuk menyongsong kondisi dimasa

depan melalui rancangan arah yang akan dicapai dan kegiatan-kegiatan yang akan

dilaksanakan dalam kurun waktu 6 (enam) tahun mendatang. Perencanaan

stratejik inilah yang akan dijadikan panduan (guide line) Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kabupaten Cirebon di masa mendatang secara terencana dan

terkoordinasikan secara harmonis.
Perencanaan stratejik Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten

Cirebon ini diharapkan dapat dikomunikasikan kepada seluruh jajaran organisasi.
Dengan demikian akan tercipta rasa memiliki komitmen bersama untuk maju dari

seluruh jajaran organisasi untuk mendukung keberhasilan pencapaian visi dan

misi yang telah ditetapkan.

BUPATI CIREBON,

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA
Diundangkan di Sumber
padatanggal if Kei 2015

SEKRETARIS DftERAH KABUPATEN CIREBON,

DUDUNG MULYANA
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2015 NOMOR 55 ,SERI3,50

StenaVia (Stencana SOudegia ) Jafiun 2V14-2C19 72



‘Dinaa tP&iinduAbtian dan tP&idagangan
JiaBupaten Qvte&an
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lAtfittiAH

n

Shutdtna ( Otencana SOuztegia ) JaAun 2014-2019 73



RENCANA PROGRAM. KEG1ATAN. INOIKATOR KJNERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INOIKATir
\ DtNAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN CIREBON

TUJUAN

—
SASARAN INDIKATOR SASARAN KODE PROGRAM 0AN KEGIAUN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME) DAN KEGIATAN

(OUTPUT)

CAPAIAN PADA TAHUN
AWAL PERENCANAAN LOKASITAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2016 TAHUN 2019

KONDISI KINERJA PAOA AKHIR PERIODS
RENSTRA SKPO SKPO

PENANG
GUNG JAWAB

TARGET Rp TARGE1 Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp

1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Uaningkatnya

induttri

1 Maningkatnya
partumbuhan induttri

X*m*n PtrtnjktOn
kualtei produk nduski

20717

207 17 01

Program Pankngkatan Kamampuan Taknotogi
MM

511.781.369 1.350.000,000 1.450,000.000 1.500.000.000 1.650000.000 6.461.711.369

1 Pefitenaan Kemampuan Teknotogi Industi Inpul Rcpian 414021000 414021.000 800 000 000 900 000 000 950 000 000 1 100000 000 4 164 021000

Oug>ut Perrtenaan Tekn*Produka. Uagang
Pcnarapan GKM dan
lomba DetainIKURaton
k*yu dan bantxj

ISO IKU 150 IKM 300 IKM 400 IKU 450 IKM 500 IKU 1 800 IKM

Outcome Jumtah peongkatan
kuaMat produk nduJki 25 IKU 25 IKM 50 IKM 60 IKM 65 IKM 65 IKM 285 IKM

2 07 17 03
Oaya Sang Indurti Unnufakte

input Ruptah
97.760.369

97 760 369 150 000 000 150.000 000 150000 000 150000 000 697 760 369

Pentxnaan k unites
pradukardusti 15 IKM 15 IKM 30 IKM 30 IKM 30 IKM 3G IK M 135 IKM

Outcome Aantah perangkatan
kuaidas produk nduski 7 IKM 7 IKM 10 IKM 10 IKM 10 IKM 10 IKM 47 IKM

207 1704 Inpul Rn»ah 400 000 000 400 000 000 400 000 000 400 000 000 1600 000 000

Oiteul PembnaanHACCP GAIP
makanan 100 IKU 100 IKM 100 IKU 100 IKM 400 mu

Outcome Jumtah penngkatan
1unites produk industi 20 Produk 20 Produk 20 Produk 20 Produk 80 Produk

li

207.15

207 1505

369.500.000 1.050.000.000 1.050.000,000 1.050.000.000 1.100.000.000 4.619.500.000

Inpul Ripah 369.500.000 369.500.000 450.000.000 450.000 000 450 000.000 ss§ 2219 500.000

Output Pentenaan Tekno
prodiAsIKMbabk IKM
logam.Uagang dan
workshop nckrcn kreaM
Ftsdtes HKI untuk modi
batik komuna Kab
Crebon dan konveksi

220 IKU 220 IKM 250 IKM 250 IKM 250 IKM 250 IKM 1.220 IKM

Outcome Jumlah penggunaan
teknotogi tepat guna 40 IKM 40 IKM 50 IKM 50 IKM 50 IKU 50 IKM 240 IKM

207 150« Input Rupab 600 000 000 600 000 000 600 000 000 600 000 000 2.400000.000

Out-ut FestaHKI. Bantuan
sarane den prasarana
IKU. Bantuan Perslatan
Pembinaan Tekrw.

Fa$4ta»Penarapan Bat*Mat. Pambnaan

IKUIAEA.Pentonaan
Desarn den lorrba
DesamBat*Industi kreaM

100 IKM 100 IKM 100 IKM 100 IKM 400 IKM

Outcome jumtah panggunaan
teknotogi lepat gone 25 IKM 25 IKM 25 IKM 25 IKM 100 IKM



IND«A TOR SASARAN KOOE PROGRAM DAN KEGIATAN
INDKATOR KWERJA PROGRAM

(OUTCOME) DAN KEGIATAN
CAPAIAN PAD/ v
AWAl PEREK

UNIT KERJA
SKPO

PENANG LOKASITUJUAN SASARAN TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 ^ TAHUN 2018 TAHUN 2019
KONOISl KINERJA PAOA AKHIR PERKJOE

RENSTRA SKPD

TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp. TARGET Rp TARGET Rp

1 2 3 « 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
2. Mtninglutnya
kamampuan SOM
induatri dan kerja
»ama antar pamangku
kapantingan

Jymlah SOM mdutti
yangtorMtfi

2 07 IS Program pambinaan induatri 200 000000 200 000 000 700 000 000 700 000 000 BOO 000 OOO

1 Pengenfeanganmdusti haMlenfcakau metatui
penerapan good maniAachamg pracbca (GMP)

Inpul Ri^nah 100.000.000 100 000.000 100.000.000 100.000 000 400 000 000

Ou*>J Pembinaan GMP dan
Onentas Lapangan (OP) 24 IKM 24 IKM 74 IKM 24 IKM 96 IKM

Oulcome fumlah SOM ndusbi yang
lartatb 10 IKM 10 IKM 10 IKM 10 KM 40 IKM

7 Pengerrbangan pemasaran rxJustr hasA
twnbakau

Input Ripah 100.000.000 100.000 000 100 000.000 100 000 000 400 000 000

Ou^xA Pembinaan manajemen

12 IKM 12 IKM 12 IKM 12 KM 12 IKM

Oukwne jumtah SOM bduJ*iyang
lertabh 10 SOU 10 SOM 10 SOM 10 SOM 40 SOM

2 07 16

207 1601

Program Pangambangan Industn Kadi dan
Manartgah

712.285,975 1.500,000.000 1.550.000.000 1650.000.000 1.750.000 000 7 162.285.975

I FasjKmBagMndusri keck dan Menengan
Totiadap Penwtoatan Suntier Days

input P-^ian 607 146.000 607 145000 650 000 000 675000 000 700 000 000 700 000 000 3 332 145 000

OU^KA Pesbual Uakanan Otahan
IngkalKab Caebondan
Prcpmsi J**e Baral
Penbmaan. Uegangden
Bantuan Kemasan Bagi
IKM Ayo. Pembinaan
Pengerrbangan Indusn
BatuAlam. dan

Ketarampdan bagi
KekorgaPra-KSsarta
Porbeiaan dewan
kerapnan nasronal daerah

200 IKM 200 IKM 230 IKM 230 IKM 230 KM 230 IKM 1.120 HU

Oulcome pjmlabSOM indusbiyang
tolabh 20 SOM 20 SOM 23 SOM 23 SOU 73 SOU 23 SOM 112 SOM

2 Pengerrbangan Kemempuan Somber Day#
Manusw Indusfri

Input Rupiah 175,000 000 200 000 000 275.000.000 275,000.000 925 000.000

Ch*xA Pemfcnaan

Penbmaan achievement
Motivation Trawng
(AMT) Pembinaan

SO IKM 80 IKM 80 IKM SO IKM 290 IKM

Odcome jumlah SOM indusbi yang
lerMAi 5 SOM 6 SOM 8 SOM 8 SOM 29 SOM

207 1609 3 Pembinaan ndusbi keck dan menengah dalam
mempertual janngan Master industn

Input Rt<>iah 64 MO 175 64.980.175 225.000.000 775 000 000 725.000.000 325.000.000 1 064 980 175

Output T erbmanye petalu usaha
ndtobi

100 IKM 100 IKM
200 IKM 200 KM 200 IKM 200 IKM 900 IKM

Odcome jumMh SOM indusbi yang
tarMh

10 SOM 10 SOM 30 SOM 30 SOM 30 SOM 30 SOM 30 SOM



TUJUAN SASARAN

l
(

INOIKAIOR SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM

(OUTCOME) DAN KEGUkTAN
(OUTPUT)

CAPAIAN PAD/
AWAl PEREt IOKASITAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 ^ TAHUN 2018 TAHUN 2019

KONDISI KINERJA PAOA AKHIR PERIODF
RENSTRA SKPO SKPD

PENANG
II

TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp

1 2 3 « 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 19 20 21
Jumiah Him
database p«usarvaan

4 Pemetaan dan pengerrbangan database Input Ripien 150 000 000 150000 000 160 000 000 150 000 000 600000 000

OiRjut Updating Data Bate
Industi. Pametean dan
Pro* komod* Indutti 3 Komodrti 3 Komodrti 3 Komodrti 3 Komodrti 12 Komodit

Outcome Jumiah database
perusahaan komodb
yang aAml

3 Komodit! 3 Komodrti 3 Komodrti 3 Komodrti 12 Komodrti

AjrrrteMasrtitesi kerje
sama antar Petaku

20716 05 5 Ptn-twnan fasrtrtas kemudahan akses paibankan
bap ndus*i kacil dan menengah

Input Rnaah 20 060 400 20 060 400 150 000 000 150.000.000 150 000 000 150.000 000 620 060 400

OugnA FasrtrtasiAirtarePrtiak
Pobankan dengan
Indian KecA dan
Menengah

30 IKM 30 IKU 100 IKM 100 KM 100 IKU 100 IKM 430 IKU

Outcome jumlahtesrtrtasi k»ya
same antar Petaku Usaha 3 UOU 3 UOU 10 MOU 10 MOU 10 UOU 10 UOU 45 UOU

207 16 06 6 FasArtasi kerpasama kenutaan mdus»i mtk/o
kaal dan menengaH dengan prtiat swasta

Inpjl Riptaki 20 060 400 20 060 400 150 000000 150 000 000 150 000.000 150 000 000 620 060 400

Output F asAtaa karjesama
anlara ndusti rrakro. kaal
dan menengah dengan
pthaksumste

30 IKM 30 IKU 100 IKM 100 IKU 100 IKM 100 iKU 430 IKM

OiAcome fumtan tasttasi kerja
sama antar Pataku Usaha 3 UOU 3 UOU 10 UOU 10 UOU 10 MOU 10 UOU 45 UOU

3 Bartungamyi
duster Industri
potmiUI

Amrtah duster ndusti
potensial

20719

2.071901

Program pangambangan santra-santra mdurtn
potential

3.000.000.000 3,000,000,000 3,000,000.000 3,000.000.000 12,000.000.000

1 Perrbangunan akses tanspcrtau ser»a sents
ndusti potensal

Input Ri^xah 2500,000.000 2500.000 000 2.500.000 000 2 500 000 000 10.000 000 000

Ou(wt PenyetNaan akses
kanspartasdi serrtra
industri potensial

4 Komodrti 4 Komodrti 4 Komodrti 4 Komodrti 16 Komodrti

Outcome (umtah duster industri
2 Komodit 2 Komodrti 2 Komodrti 2 Komodrti 6 Komodrti

207 1901 2 Penyediain sarana mtormasi yang dapel diakses
masyarakat

Input Rupiah
500 000 000 500.000000 500000 000 500 000000

2 000 000 000

Output Penyediaan data
4 Komodrti 4 Komodrti 4 Komodrti 4 Komodrti 16 Komodit

3 Komodrti 3 Komodrti 3 Komodrti 3 Komodrti 12 Komodrtimdusti potential

10711

207 16 02
Program PanaUan Struktur Industri 106,596.300 1.375.000,000 1.375.000,000 1.375.000,000 1,375,000.000 5.606,598,300
1 PaoyaAaan sarana maiaxjn prasarana Master
MMM

Input Rupiah
875000000 675000.000 875000000 875.000 000 3.500 000000

Penyodwan sarana
Ot*HA maupun prasarana Muster

mdusti
4 Komodrti 4 Komodrti 4 Komodrti 4 Komodrti 16 Komodrti

jumiah sarana dan
Outcome prasarana cluster ndusti

potanaiat
2 Komodrti 2 Komodrti 2 Komodrti 2 Komodrti 8 Komodit

2.071803 2 Pembnaan ketertartan produksi mdustn hulu
hinggahir

Inpul Ripiah 106.506.300 106.596,300 500.000.000 500.000.000 500,000.000 500.000.000 2.106,598 300

Jaimnan Ketersediaan
OutxA Bahan Baku Produksl dan

Kerja same AHh Tekndogi
15 IKM 15 IKM 20 IKM 20 IKM 20 IKM 20 IKM 95 IKM

o* industi potensial 3 UOU 3 UOU 5 MOU 5 MOU 5 MOU 5 MOU 18 MOU



rtNUANAAN INUIftA I If Ul^rtKINUAU f\Ab. UKLBUN I AMUN AINVJVJAKAIN IU14-IUT3

VJSI
SASARAN MISI KONDISI )

KAB.
CIREBON

MISI KAB. CIREBON VISI
DISPERINDAG

MISI
DISPERINDAG TUJUAN MISI

SASARAN INDIKATOR SASARAN PENJELASAN SATUAN

TAHUN KE
(0)

TARGET YANG INGIN DICAPAI
PROGRAM DAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF

(Rp)
2014 2015 2016 2017 2016 2019

1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Mewujudkan
Masyarakat
Kabupaten
Cirebon yang
agamis, maju,
adil, sinergi,
dan sejahtera
(Amanah)

1. Meningkatkan SDM
yang berakhlak
mulia yang
beriandaskan pada
pelaksanaan
pendidikan agama
yang baik

2 Meningkatkan
pembangunan
sumber daya
manusia yang
sehat, berbudaya.
berilmu dan
berketrampilan
melalui
pembangunan
pendidikan,
kesehatan dan
kewirausahaan

3. Mendorong
pemerataan
pembangunan
tematik/sektoral
dan kewilayahan
berdasarkan
potensi yang
tersedia

4 Menciptakan
sinergi
pembangunan
secara menyeluruh
antar berbagai
pemangku
kepentingan
(pemerintah, dunia
usaha, akademik
dan komuniti)



VISI
KAB.

CIREBON

1

MISI KAB. CIREBON VISI
DISPERINDAG

MISI
DISPERINDAG

2 3 4

TUJUAN MISI

3M3HIWI lYllOI

T

SASARAN h.uiKATOR SASARAN PENJELASAN SATUAN

KUNUIbl
TAHUN KE

(0)
TARGET YANG INGIN DICAPAI

2014 2015 2016 2017 2018 2019

PROGRAM DAN KEGIATAN PAGUINDIKATIF
(Rp)

5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17
5 Mewujudkan Terwujudnya

standar hidup layak Industri dan
masyarakat melalul Perdagangan
pemenuhan hak- yang Unggul di
hak dasar lerutama tingkat nasional
kebutuhan pokok
masyarakat dan
penciptaan rasa
aman, damai dan
tenteram

1. Menlngkat
kan daya saing
Industri

1. Menlngkat
nya pembinaan
dan
pertumbuhan
industri

1
Meningkatnya
pertumbuhan
industri Jumlah Peningkatan

kualitas produk industri Per tahun IKM 25 25 50 60 65 85

Program Peningkatan
Kemampuan Teknologi
Industri

Per tahun IKM 7 7 10 10 10

1. Pembinaan Kemampuan
Teknologi Industri

Produk 20 20 20

2. Perluasan Penerapan SNI
10 Untuk Mendorong Daya Saing

Industri Manufaktur

20

3 Perluasan penerapan
standar produk industri
manufaktur

Jumlah penggunaan
teknologi tepat guna

Per tahun

Per tahun IKM

IKM 40 40 50

25

50

25

50

25

50

25

Program Peningkatan
Kapasitas IPTEK sistem
Produksi
1. Pengembangan sistem
inovasi teknologi industri
2. Penguatan kemampuan
industri berbasis teknologi

2.
Meningkatnya
kemampuan
SDM industri
dan kerja sama
antar
pemangku
kepentingan

Jumlah SDM industri
yang terlatih

Jumlah akurasi
database perusahaan

Per tahun

Per tahun

Per tahun

Per tahun

Per tahun

Per tahun

IKM

SDM

SDM

SDM

SDM

Komoditi

20

10

20

10

10

10

23

5

30

3

10

10

10

10

23

30

3

23

30

3

10

2. Pengembangan pemasaran
10 industri hasil tembakau

23

Program pembinaan industri

1. Pengembangan industri hasil
tembakau melalui penerapan
good manufacturing practice
(GMP)

Program Pengembangan
Industri Kecil dan Menengah

1. Fasilitasi Bagi Industri Kecil
dan Menengah Terhadap
Pemanfaatan Sumber Daya

2. Pengembangan Kemampuan
g Sumber Daya Manusla Industri

3. Pembinaan industri kecil dan

2Q menengah dalam memperkuat
jaringan klaster industri

4. Pemetaan dan
3 pengembangan database

perusahaan

6,461,781,369

4,164,021,000

697,760,369

1,600,000,000

4,619,500,000

2,219,500,000

2,400,000,000

800,000,000

400,000,000

400,000,000

7,162,285,975

3,332,145,000

925,000,000

1,064,980,175

600,000,000



IV1IOI KONDISI
VISI

KAB. MISI KAB. CIREBON VISI MISI TUJUAN MISI
TAHUN KE

(0)
) TARGET YANG INGIN DICAPAI

PROGRAM DAN KEGIATAN PAGUINDIKATIF
ClREBON DISPERINDAG DISPERINDAG SASARAN .r'lDIKATUR SASARAN PENJELASAN SATUAN (Rp)

2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah fasilitasi kerja 5. Pemberian fasilitas
sama antar Pelaku
Usaha Per tahun MOU 3 3 10 10 10 10 kemudahan akses perbankan

bagi industri kecil dan
menenqah

620,080,400

6. Fasilitasi kerjasama

Per tahun MOU 3 3 10 10 10 10
kemitraan industri mikro, kecil
dan menengah dengan pihak
swasta

620,080,400

3. Berfungsinya Jumlah cluster industri Program pengembangan
cluster industri potensial. sentra-sentra industri 12,000,000,000
potensial potensial

1. Pembangunan akses
Per tahun Komoditi 2 2 2 2 transportasi sentra-sentra

industri potensial
10,000,000,000

2. Penyediaan sarana informasi
Per tahun Komoditi 3 3 3 3 yang dapat diakses masyarakat 2,000,000,000

Program Penataan Struktur
Industri 5,606,598,300

1. Penyediaan sarana maupun
Pertahun Komoditi * 2 2 2 2 prasarana klaster industri 3,500,000,000

2. Pembinaan keterkaitan
Pertahun MOU 3 3 5 5 5 5 produksi industri hulu hingga

hilir
2,106,598,300

2. Meningkat 2. Meningkatnya Program Perlindungan
kan daya saing perlindungan Konsumen dan Pengamanan 6,484,326,200
perdagangan konsumen Perdagangan

1. Meningkat Jumlah 1. Sosialisasi Perlindungan
nya masyarakat/konsumen Konsumen
pemahaman, yng mengetahui hak dan Per tahun orang 240 240 240 240 240 240 1,418,096,000
keamanan dan
kenyamanan

kewajiban konsumen

konsumen dan Jumlah Permasalahan 2.Fasilitasi Penyelesaian
pelaku usaha yang terfasilitasi Per tahun Penyelesaia

n Aduan - - 48 24 24 24 Permasalahan-Permasalahan
Pengaduan Konsumen

250,000,000

Jumlah jenis produk dan 3. Peningkatan Pengawasan
jasa yang aman
dikonsumsl sesuai

Per tahun Jenis 500 500 500 500 500 500 Peredaran Barang dan Jasa 598,392,050

dfinnan standard



VISI
KAB MISI KAB CIREBON VISI MISI TliJLJAN MISI

SASARAN MISI KONDISI
TAHUN KE J TARGET YANG INGIN DICAPAI

PROGRAM DAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF

f CIREBON DISPERINDAG DISPERINDAG SASARAN iNDIKATOR SASARAN PENJELASAN SATUAN (0) (Rp)
2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4. Menlngkatnya
penyelenggaraa
n pasar

3.
Meningkatnya
penataan pasar
tradisional
pemda dan
penataan
pedagang kaki
lima

Tersedianya sarana dan
prasarana pasar dan
fasilitas umum yang
memadai

Per tahun Pasar
9 Pemeliha
raan pasar

9 Pemeliha-

raan pasar

9
Pemelihar
aan pasar

dan 2
revitalisasi

pasar

9
Pemelihara

an pasar
dan 2

revitalisasi
pasar

9
Pemeliharaa
n pasar dan
2 revitalisasi

pasar

9
Pemelihara

an pasar
dan 2

revitalisasi
pasar

Program Pembinaan
Pedagang Kaki Lima dan
Asongan

77,745,339,999

1. Penataan Sarana dan
Prasarana Pasar

71,963,958,550

Jumlah SDM pasar
tradisional vanq terbina Per tahun orang 320 320 320 320 320 320 2. Pembinaan dan

Penqembanaan SDM Pasar 3,980,131,196

Meningkatnya
penerimaan retribusi
pelayanan pasar
tradisional oemda

Per tahun % 4 4 4 4 4 4 3. Optimalisasi Penerimaan
Retribusi Daerah 1,801,250,253



TABEL 6.1.
INDIKATOr\ rvINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASAKMN RPJMD

NO INDIKATOR SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN KONDISI KINERJA PADA
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN

KONDISI KINERJA PADA
AWAL PERIODE RPJMD

TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019
AKHIR PERIODE RPJMD

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Jumlah Peningkalan

kualitas produk industri
Program Peningkalan Kemampuan Teknologi
Industri

1. Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri
25 IKM 25 IKM 50 IKM 60 IKM 65 IKM 85 IKM 285 IKM

2. Perluasan Penerapan SNI Untuk Mendorong Daya
Saing Industri Manufaktur 7 IKM 7 IKM 10 IKM 10 IKM 10 IKM 10 IKM 47 IKM

3. Perluasan penerapan standar produk industn
manufaktur - Produk - Produk 20 IKM 20 IKM 20 IKM 20 IKM 80 Produk

2. Jumlah penggunaan
teknologitepatguna

Program Peningkatan Kapasitas IPTEK sistem
Produksi

1. Pengembangan sistem inovasi teknologi industri
40 IKM 40 IKM 50 IKM 50 IKM 50 IKM 50 IKM 240 IKM

2. Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi
- IKM IKM 25 IKM 25 IKM 25 IKM 25 IKM 100 IKM

Program pembinaan industri

3. Jumlah SDM industri
yang terlatih

1. Pengembangan industri hasil tembakau melalui
penerapan good manufacturing practice (GMP)

- IKM - IKM 10 IKM 10 IKM 10 IKM 10 IKM 40 IKM

2. Pengembangan pemasaran industri hasil tembakau - SDM SDM 10 SDM 10 SDM 10 SDM 10 SDM 40 SDM

Program Pengembangan Industri Kecil dan
Menengah -
1. Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah
Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya 20 IKM 20 IKM 23 IKM 23 IKM 23 IKM 23 IKM 112 SDM

2. Pengembangan Kemampuan Sumber Daya
Manusia Industri - SDM - SDM 5 SDM 8 SDM 8 SDM 8 SDM 29 SDM

3. Pembinaan industri kecil dan menengah dalam
memperkuat jaringan klaster industri 10 IKM 10 IKM 30 IKM 30 IKM 30 IKM 30 IKM 130 SDM



TARGET CAP iETlAP TAHUN
NO INDIKATOR SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN KONu.oi KINERJA PADA KONDISIKINERJA PADA

AWAL PERIODE RPJMD
TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019

AKHIR PERIODE RPJMD

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12
9 Jumlah jems produk dan 3 Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan

jasa yang aman
dikonsumsi sesuai
dengan standard

Jasa
500 Jenis 500 Jenis 500 Jenis 500 Jenis 500 Jenis 500 Jenis 2,500 Jenis

10 Jumlah Alai Ukur, Takar, 4 Operasionalisasi dan Pengembangan UPT 10 Posukur ulang, 25 10 Pos ukur ulang, 25 10 Pos ukur ulang, 25 10 Pos ukur ulang, 25 10 Pos ukur ulang, 25 10 Pos ukur ulang, 25 10 Pos ukur ulang, 25
Timbang dan Kemetrologian Daerah SPBU, 14 SPBE, 7 uji SPBU, 14 SPBE, 7 uji SPBU, 14 SPBE, 7 uji SPBU, 14 SPBE, 7 uji SPBU, 14 SPBE, 7 uji SPBU, 14 SPBE, 7 uji SPBU, 14 SPBE, 7 uji
perlengkapannya sesuai BDKT, dan 10 Sosialisasi BDKT, dan 10 BDKT, dan 10 BDKT, dan 10 BDKT, dan 10 BDKT, dan 10 Sosialisasi BDKT, dan 10 Sosialisasi
standar Perda Tera, belanja alat Sosialisasi Perda Tera, Sosialisasi Perda Tera, Sosialisasi Perda Tera, Sosialisasi Perda Tera, Perda Tera, belanja alat Perda Tera, belanja alat

kemetrologian belanja alat belanja alat belanja alat belanja alat kemetrologian kemetrologian
kemetrologian kemetrologian kemetrologian kemetrologian

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

12 Jumlah pelaku usaha 1 Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan
yang melakukan ekspor dokumen ekspor dan impor

50 Pengusaha 50 Pengusaha 100 Pengusaha 100 Pengusaha 100 Pengusaha 100 Pengusaha 450 Pengusaha

13 peningkatan jumlah nilai 2. Pengembangan informasi peluang pasar
ekspor perdagangan Luar Negeri 1 % 1 % 3 % 3 % 3 % 3 % 13 %

14 jumlah database potensi 3. Pengembangan data base informasi potensi
unggulan yang akurat unggulan - Dokumen Dokumen 1 Dokumen - Dokumen 1 Dokumen - Dokumen 2 Dokumen

Program Peningkatan Efislensi Perdagangan
Dalam Negeri

15 Tersedianya data harga
barang kebutuhan pokok
masyarakat (kepokmas)
dan Barang
penting/Strategis,
tersedianya data
ketersedlaan stok barang
kepokmas berbasis web

1.Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk

26„ ... 10 KepokmasKomodib
26 10

Komoditi Kepokmas ., 2® 10 KomoditiKomodib „2® 10 KomodibKomodib „̂ .... 10 KomoditiKomoditi ./ 10 KomodibKomodib
26 Komodi-. 10 Komodibt)



TARGET CAF {ETIAP TAHUN
NO INDIKATOR SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN KONw . KINERJA PADA

AWAL PERIODE RPJMD
KONDISIKINERJA PADA
AKHIR PERIODE RPJMD

TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019

1 4 5 6 7 S 9 10 11 12
17 Jumlah lokasi sosialisasi

produk dalam negeri yg
strategis

2. Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam
negeri

- Lokasi - Lokasi 7 Lokasi 7 Lokasi 7 Lokasi 7 Lokasi 28 Lokasi

18 Jumlah pendlrian toko
modem yang berjarak
sesuai dengan peraturan
daerah Kabupaten
Hirphnn

3. Penyempumaan perangkat peraturan. kebijakan
dan pelaksanaan operasional

- % - % 5 % 5 % 5 % 10 % 25 %

Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan
Asongan

19 Tersedianya sarana dan
prasarana pasar dan
fasilitas umum yang
memadai

1. Penataan Sarana dan Prasarana Pasar

pemeliharaan
Pasar 9 pemeliharaan

Pasar

9 2
Pemelihar Revitalisasi
aan pasar pasar

9 2
Pemelihar Revitalisasi
aan pasar pasar

9 2
Pemelihar Revitalisasi
aan pasar pasar

9 2
Pemelihar Revitalisasi
aan pasar pasar

9_ ... 8 RevitalisasiPemelihara pasaran pasar

20 Jumlah SDMpasar
tradisional yang terbina

2. Pembinaan dan Pengembangan SDM Pasar

320 orang 320 orang 320 orang 320 orang 320 orang 320 orang 1,600 orang

21 Meningkatnya
penerimaan retribusi
pelayanan pasar
tradisional pemda

3.Optimalisasi Penerimaan Retribusi Daerah

4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 20 %



SASARAN M SI KONDISI >

TUJUAN MISI
SASARAN INDIKATOR SASARAN PENJELASAN SATUAN

TAHUN KE
(0)

TARGET YANG INbtN Dlo.,r Al
PROGRAM DAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF

(Rp)

2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12
1. Meningkat nya
pembinaan dan

1. Meningkat
nya

Program Peningkatan
Kemampuan Teknologi 6,461,781,369

pertumbuhan pertumbuhan Industri
industri industri Jumlah Peningkatan

kualitas produk industri Per tahun IKM 25 25 50 60 65 85 1. Pembinaan Kemampuan
Teknologi Industri 4 , 164,021,000

Per tahun IKM 7 7 10 10 10 10
2. Perluasan Penerapan SNI

Untuk Mendorong Daya Saing
Industri Manufaktur

697,760,369

3. Perluasan penerapan
Produk - ' 20 20 20 20 standar produk industri

manufaktur
1.600,000,000

Jumlah penggunaan
teknologi tepat guna

Program Peningkatan
Kapasitas IPTEK sistem
Produksi

4,619,500,000

Per tahun IKM 40 40 50 50 50 50 1. Pengembangan sistem
inovasi teknologi industri 2,219,500,000

Per tahun IKM - 25 25 25 25 2. Penguatan kemampuan
industri berbasis teknologi 2,400,000,000

2. Meningkat
nya

Jumlah SDM industri
yang tertatih

Program pembinaan industri 800,000,000

kemampuan
SDM industri Per tahun IKM

1. Pengembangan industri
hasil tembakau melalui 400,000,000

dan kerja sama
antar

penerapan good manufacturing
practice (GMP)

pemangku
kepentingan Per tahun SDM - - 10 10 10 10 2. Pengembangan pemasaran

industri hasil tembakau
400,000,000

Program Pengembangan
Industri Kecil dan Menengah 7,162,285,975

Per tahun SDM 20 20 23 23 23 23
1. Fasilitasi Bagi Industri Kecil
dan Menengah Terhadap
Pemanfaatan Sumber Daya

3,332,145,000

Per tahun SDM - - 5 8 8 8
2. Pengembangan

Kemampuan Sumber Daya
Manusia Industri

925,000,000

3. Pembinaan industri kecil dan

Per tahun SDM 10 10 30 30 30 30 menengah dalam memperkuat
jaringan klaster industri

1,064,980,175

Jumlah akurasi
database perusahaan Per tahun Komoditi - - 3 3 3 3

4 . Pemetaan dan
pengembangan database
perusahaan

600,000,000



1 v^nunixnii ivuoi HUNUI5I

TUJUAN MISI
PENJE,-

TAHUN KE
(0)

TARGET YANG INGIN Dr Al
) PROGRAM DAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF

bAoAKAN INUIrxAlUK oAoAKAN SATUAN lKP)

2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Jumlah fasilitasi kerja
sama antar Pelaku
Usaha Per tahun MOU 3 3 10 10 10 10

5. Pemberian fasilitas
kemudahan akses perbankan
bagi industri kecil dan
menenqah

620,080,400

Per tahun MOU 3 3 10 10 10 10

6. Fasilitasi kerjasama
kemitraan industri mikro, kecil
dan menengah dengan pihak
swasta

620,080,400

3. Berlungsi
nya cluster
industri

Jumlah cluster industri
potensial

Program pengembangan
sentra-sentra industri
potensial

12,000,000,000

potensial
Per tahun Komoditi 2 2 2 2

1 Pembangunan akses
transportasi sentra-sentra
industri potensial

10,000,000,000

Per tahun Komoditi 3 3 3 3
2. Penyediaan sarana informasi
yang dapat diakses masyarakat 2,000,000,000

Program Penataan Struktur
Industri 5,606,598,300

Pertahun Komoditi - - 2 2 2 2
1. Penyediaan sarana maupun
prasarana klaster industri 3,500,000,000

Pertahun MOU 3 3 5 5 5 5
2. Pembinaan keterkaitan
industri hulu hingga hilir 2,106,598,300

2. Meningkat nya
perlindungan
konsumen

Program Perlindungan
Konsumen dan Pengamanan
Perdagangan

6,484,326,200

1. Meningkat
nya
pemahaman,
keamanan dan

Jumlah
masyarakat/konsumen
yng mengetahui hak dan
kewaiiban konsumen

Per tahun orang 240 240 240 240 240 240

1. Sosialisasi Perlindungan
Konsumen 1,418,096,000

Jumlah Permasalahan
yang terfasilitasi Per tahun Penyelesaia

n Aduan
- 48 24 24 24

2. Fasilitasi Penyelesaian
Permasalahan-Permasalahan
Pengaduan Konsumen

250,000,000

Jumlah jenis produk dan
jasa yang aman
dikonsumsi sesuai
rtennan standard

Per tahun Jenis 500 500 500 500 500 500

3. Peningkatan Pengawasan
Peredaran Barang dan Jasa 598,392,050



TUJUAN MISI

SASARAN MISI KONDISI
TAHUN KE PAGU INDIKATIF) TARGET YANG INGIN DIC J

SASARAN INDIKATOR SASARAN PENJELASAN SATUAN (0) (Rp)

2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Jumlah Alat Ukur,
Takar, Timbang dan
perlengkapannya sesuai
standar

Per tahun tertib ukur

10 Pos
ukur ulang,
25 SPBU,

14 SPBE, 7
uji BDKT,

dan 10
Sosialisasi

Perda Tera,
belanja alat
kemetrologi

an

10 Pos ukur
ulang, 25
SPBU, 14

SPBE, 7 uji
BDKT, dan

10 Sosialisasi
Perda Tera,
belanja alat

kemetrologia
n

10 Pos
ukur ulang,
25 SPBU,

14 SPBE. 7
uji BDKT,

dan 10
Sosialisasi

Perda Tera,
belanja alat
kemetrologi

an

10 Pos
ukur ulang,
25 SPBU,

14 SPBE, 7
uji BDKT,

dan 10
Sosialisasi

Perda Tera,
belanja alat
kemetrologi

an

10 Pos
ukur ulang,
25 SPBU,

14 SPBE, 7
uji BDKT,

dan 10
Sosialisasi

Perda Tera,

belanja alat
kemetrologi

an

10 Pos
ukur ulang,

25 SPBU,
14 SPBE, 7
uji BDKT,

dan 10
Sosialisasi

Perda Tera,
belanja alat
kemetrologi

an

4, Operasionalisasi dan
Pengembangan UPT
Kemetrologian Daerah

4,217,838,150

3. Meningkat nya
pertumbuhan
Perdagangan

1. Meningkat
nya fasllitasi
pelayanan
ekspor dan
promosi

Jumlah pelaku usaha
yang melakukan ekspor Per tahun Pengusaha 50 50 100 100 100 100

Program Peningkatan dan
Pengembangan Ekspor 8,543,653,800

1, Sosialisasi kebijakan
penyederhanaan prosedur dan
dokumen ekspor dan impor

629,604,800

penlngkatan jumlah nilai
ekspor Per tahun % 1 1 3 3 3 3

2. Pengembangan informasi
peluang pasar perdagangan
Luar Negeri

7.414.049,000

jumlah database potensi
unggulan yang akurat Per tahun Dokumen - - 1 • 1

4. Pengembangan data base
informasi potensi unggulan 500,000.000

2. Meningkat
nya informasi
pemantauan
barang
kepokmas dan
strategis serta
pedindungan
pasar
tradisional

Tersedianya data harga
barang kebutuhan
pokok masyarakat
(kepokmas) dan Barang
penting/Strategis,
tersedianya data
ketersediaan stok
barang kepokmas
berbasis web

Per tahun Komoditi &
Kepokmas

26
komoditi, 10
Kepokmas

26 komoditi,
10 Kepokmas

26
komoditi, 10
Kepokmas

26
komoditi, 10
Kepokmas

26
komoditi, 10
Kepokmas

26
komoditi, 10
Kepokmas

Program Peningkatan
Efisiensi Perdagangan Dalam
Negeri

4,759,880,500

1. Pengembangan Pasar dan
Distribusi Barang/Produk 2,509,880,500

Jumlah lokasi sosialisasi
produk dalam negeri yg
strategis

Per tahun Lokasi - - 7 7 7 7

3. Sosialisasi peningkatan
penggunaan produk dalam
negeri

2,000,000,000

Jumlah pendirian toko
modern yang berjarak
sesuai dengan
peraturan daerah
Kabupaten Cirebon

Per tahun % - - 5 5 5 10

4. Penyempurnaan perangkat
peraturan, kebijakan dan
pelaksanaan operasional 250,000,000



1 OMOMRAW IVIIOI KONDISI
TAHUN KE

(01
TARGET YANG INGIN Dl'

PROGRAM DAN KEGIATAN
PAGU INDIKATIFTUJUAN MISI

INDIKATOR SASARAN >
PENJEL̂ HN SATUANSASARAN <Rp)

2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4. Meningkatnya
penyelenggaraan
pasar

1. Meningkat
nya penataan
pasar
tradisional
pemda

Program Pembinaan
Pedagang Kaki Lima dan
Asongan

77,745,339,999

Tersedianya sarana dan
prasarana pasar dan
fasilitas umum yang
memadai

Per tahun Pasar
9

Pemeliha-
raan pasar

9 Pemeliha-
raan pasar

9
Pemeliharaa
n pasar dan
2 revitalisasi

pasar

9
Pemelihara

an pasar
dan 2

revitalisasi
Dasar

9
Pemeliharaa
n pasar dan
2 revitalisasi

pasar

9
Pemelihara

an pasar
dan 2

revitalisasi
pasar

1. Penataan Sarana dan
Prasarana Pasar

71,963,958,550

Jumlah SDM pasar
tradisional yang terbina Per tahun orang 320 320 320 320 320 320

2. Pembinaan dan
Pengembangan SDM Pasar 3,980,131,196

Meningkatnya
penerimaan retribusi
pelayanan pasar
tradisional nemda

Per tahun % 4 4 4 4 4 4

3. Optimalisasi Penerimaan
Retribusi Daerah 1,801,250,253




